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ABSTRAK 
Nanda Sukma Dewi (E21112003),  Efektivitas Sistem Electronic Voting 
dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang 
Kabupaten Bantaeng. Dibimbing oleh Badu Ahmad dan Nurdin Nara. 
 
Electronic Voting adalah suatu pemungutan suara dan penghitungan 
suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan 
dari electronic voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan 
biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem 
yang aman. Pertama di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng mencoba 
menerapkan pemilihan kepala desa dengan sistem electronic voting di 9 Desa 
dari 4 Kecamatan. Maka unit analisis pada penelitian kali ini yakni Efektivitas 
Sistem Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang 
Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Tipe penelitian yang digunakan 
oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 
data adalah Wawancara, observasi dan dokumen yang terkait dengan 
penelitian.Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara  kualitatif.  
Hasil  Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa Sistem Electronic Voting dalam 
Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 
Bantaeng sudah  cukup  efektif.   
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    ABSTRACT 
Nanda Sukma Dewi (E21112003), The effectiveness of the system of 
Electronic Voting in the election of a village chief in the village of 
Pa'jukukang, district Pa'jukukang, Bantaeng Regency. Guided by Badu 
Ahmad and Nurdin Nara. 
 
Electronic Voting is a voting and counting of votes in an election using 
electronic devices. The purpose of the electronic voting was organized voting 
with cost-efficient and quick vote count by using a secure system. First Regency 
in South Sulawesi, Bantaeng village chief elections try to apply with electronic 
voting systems in 9 villages of four districts. Then the unit of analysis on the 
research this time namely Electronic Voting System Effectiveness in the election 
of the village chief in the village of Pa'jukukang sub-district of Pa'jukukang 
Regency Bantaeng. The type of research used by the author in this research is 
descriptive qualitative. The technique of data collection is interviews, 
observations and documents related to the research. Technique of data analysis 
in this research was done qualitatively. The results of this research explains that 
the system of Electronic Voting in the election of a village chief in the village of 
Pa'jukukang, district Pa'jukukang, Bantaeng Regency is enough effective. 
 
Keywords : Electronic Voting, Effectiveness, Pilkades  
 
  
iv 
 
  
v 
 
  
vi 
 
 
  
vii 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
AlhamdulillahiRabbilAlamin, Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan 
skripsi yang berjudul ―Efektivitas Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan 
Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 
Bantaeng‖  dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana mahasiswa program S1 
pada Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis 
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 
pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 
mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai 
pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi 
tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan 
hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil 
secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan 
skripsi ini hingga selesai. Terutama kepada kedua Orangtua di Tarakan bapak 
Sukardi dan Almarhum mama Aminah yang tiada henti-hentinya memberikan 
doa, semangat, dan segala bantuan untuk penulis selama menyelesaikan skripsi 
dan akhir perkuliahan ini. Terimakasih juga kepada Bapak Dr. H. Badu Ahmad, 
M.Si.  selaku pembimbing  I dan Bapak Drs. H. Nurdin Nara, M.Si. selaku 
pembimbing  II yang telah dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, 
pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang 
sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Tidak lupa untuk 
menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak 
yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada : 
viii 
 
1. Ibu  Prof.  Dr.  Dwia  Aries  Tina  Pulubuhu,  MA.  Selaku Rektor 
Unhas beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf. 
2. Bapak  Prof.  Dr.  Andi Alimuddin Unde,  M.Si selaku Dekan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para staf 
dan jajarannya. 
3. Ibu  Dr.  Hj.  Hasniati,  M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 
FISIP Universitas Hasanuddin. 
4. Para  dosen Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin  yang 
telah memberikan bimbingan selama kurang lebih  3  (tiga)  tahun 
perkuliahan. 
5. Seluruh staf Akademik FISIP UNHAS dan seluruh staf Jurusan Ilmu 
Administrasi  FISIP  UNHAS  (Kak  Ina,  Kak Ros,  Pak  Lili, dan Ibu 
Ani) yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat 
kelengkapan selama penulis kuliah. 
6. Terimakasih kepada Penguji skripsi, Dr. La Tamba M.Si, Drs. Luthfi 
Atmansyah, MA, dan Drs. Nelman Edy, M.Si yang telah memberikan 
banyak saran maupun perbaikan di seminar proposal dan ujian skripsi 
demi kesempurnaan skripsi yang saya buat. 
7. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar di Tarakan, Surabaya, 
dan Makassar atas doa dan dukungannya baik dari segi moril dan 
materil. 
8. Terima kasih untuk Bapak Andi M. selaku Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa Kabupaten Bantaeng,  
Bapak Haryadi Nakka selaku Kepala Desa Pa’jukukang, Bapak Abdul 
Majid selaku Badan Permusyawaratan Desa Pa’jukukang,  Bapak  M. 
Shalihin selaku tenaga teknis pelaksana e-Voting, Bapak A. 
Amiruddin Paduai, S.Pd selaku Ketua Panitia Pilkades Desa 
Pa’jukukang,  para Kepala Dusun Desa Pa’jukukang, serta seluruh 
masyarakat Desa Pa’jukukang kak Ansar, kak Asbar, Pak Jumran , 
Dg Sissing dan lainnya terima kasih atas bantuan yang diberikan 
selama penulis meneliti di  Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang 
Kabupaten Bantaeng. 
ix 
 
9. Terimakasih kepada sahabat saya dari awal masuk perkuliahan. 
Mariana, Resky Amalia, Ifva Marry, Zulfa Nurdin, Nur Rizkah, Nurul, 
dan Gusty Ayu. 
10. Terimakasih kepada teman-teman  Regeneration Leader Of 
Administration 2012  yang  tidak dapat dituliskan satu persatu atas 
segala bantuan dan perhatian kalian selama perkuliahan, semoga 
cita-cita kita bersama dapat tercapai dan sukses semua. 
11. Terimakasih kepada  warga HUMANIS FISIP UNHAS, PRASASTI 
010, BRILIANT 011, RECORD  013, UNION 2014, dan CHAMPION 
2015 yang  telah berbagi pengalaman selama berorganisasi di 
organisasi ini. 
12. Terimakasih kepada Sahabat di Tarakan yang juga memberikan 
semangat kepada penulis sampai akhir perkulihan. Ariansyah, M. Al-
Qadri, Handy Satria, RIKI GUSTI ADIYASA, Arfiah Meisari, Whindy 
Pradita, dan Khairatun Nikmah. 
13. Terimakasih kepada Group di Makassar, Bapak Haji Agus, Andry 
Vallery P, Julianto, dan lain-lain yang memberikan motivasi kepada 
penulis selama di makassar. 
14. Terimakasih juga kepada teman-teman KKN-ers Gel.90 Desa 
Pa’jukukang. 
15. Terimakasih kepada teman kost syamsuriah, kak grace, kak fatma, 
nurul, rusni yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang telah membantu 
semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang 
telah diberikan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
kita semua. Demikian yang dapat penulis sampaikan dan atas perhatiannya, 
penulis ucapkan terimakasih. 
 Wassalamualaikum wr wb,   
   Makassar, 22 Februari 2016  
    Nanda Sukma Dewi 
x 
 
DAFTAR ISI 
Lembar Judul...........................................................................................................i 
Abstrak………………………………………………………………..…………………..ii 
Abstract…………………………………………………………..………………………iii 
Lembar Pernyataan Keaslian……………….…………………………………...…….iv 
Lembar Persetujuan Skripsi……………………………………………………………v 
Lembar Pengesahan Skripsi…………………………………………………………..vi 
Kata Pengantar…………………………………………………………………………vii 
Daftar Isi………………………………………………………………………..………..x 
Daftar Tabel dan Lampiran…………………..…………………………..………..…xiii 
Daftar Gambar……………………………..……………………………………….….xiv 
BAB I PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang Masalah………………………………………………...………….1 
I.2 Rumusan Masalah………………………………………….……………….………5 
I.3 Tujuan Penelitian…………………………………………….…………….………..5 
I.4 Manfaat Penelitian……………………………………………………….….………6 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
II.1  Konsep Efektivitas 
 II.1.1 Definisi Efektivitas……………………………..…………….…………..7 
 II.1.2 Keefektivan Organisasi………………………..………………………..9 
 II.1.3 Penilaian Efektivitas Organisasi………,,,,,,,,,,……………...………..11 
xi 
 
 II.1.4 Pengukuran Efektivitas Organisasi………………..…………………12 
 II.1.5 Indikator Efektivitas Organisasi…………………………..…………..16 
II.2 Konsep Good Governance 
 II.2.1 Definisi Good Governance……………………………………..…..…18 
 II.2.2 Prinsip-Prinsip Good Governance…………...…………..…………..21 
II.3 Konsep e-Government 
 II.3.1 Definisi e-Government ..…………….…………………………………23 
 II.3.2 Manfaat e-Government…………………………………..…………….25 
 II.3.3 Pengembangan e-Government ……….……………………..............27 
 II.3.4  Penerapan e-Government…………………………………………….28 
 II.3.5  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan 
  e-Government ………………………………………………………..29 
II.4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota………………………………………………………..32 
II.4.1  Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala  
Desa…………………………………………………………………..33 
II.4.2  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 
Tentang Desa…………………………………………………………36 
II.4.3 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa……………….....37 
II.5 Konsep Electronic Voting (e-Voting) 
 II.5.1 Definisi e-Voting………………………………………………………..38 
 II.4.2 Manfaat e-Voting……………………………………...………………..38 
xii 
 
 II.4.3 Metode e-Voting……………………………………...…………………39 
 II.4.5 Prinsip-Prinsip Penerapan e-Voting………………………...………..40 
 II.4.6 Alur Penggunaan Aplikasi e-Voting…………………………………..43 
II.5 Kerangka Pikir……………..…..……………………………………............44 
BAB III METODE PENELITIAN 
III.1 Pendekatan Penelitian………………………...……..………………….46 
III.2 Tipe Penelitian…………………………..………………...……………..46 
III.3 Unit Analisis……………………………...………………...……………..47 
III.4 Fokus Penelitian…………………………..………………..……………47 
III.5 Informan……………………………………..…………………………….48 
III.6 Jenis dan Sumber Data………………………...………….……………49 
III.7 Teknik Pengumpulan Data…………………………………..………….49 
III.8 Teknik Analisis Data……………………………………..………………51 
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Letak Geografis Desa Pa’jukukang………………….....……………..53 
IV.2 Struktur Organisasi Penyelenggara………………..………………….55 
IV.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi…………………….………………….56 
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
V.1 Jenis Informasi Perangkat dalam Pemilihan Kepala Desa….............59 
 V.1.1 Perangkat Aplikasi Electronic Voting……………..………….………63 
V.2 Efektivitas Penerapan Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala 
Desa di Desa Pa’jukukang…………....….…………………………..…69 
xiii 
 
V.3 Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Electronic 
Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang….………..77 
BAB VI KESIMPULAN 
VI.1 Kesimpulan…………..………..………………………………………….81 
VI.2 Saran……………...…..……………………...…………………………..83 
Daftar Pustaka…………...……………………..…………………………………….85 
Lampiran……………..…………………………………………..……………………87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiv 
 
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN 
 
Tabel 4.1Jenis mata pencaharian warga Desa Pa’jukukang………….….………54 
Lampiran 1 Rekapitulasi Jumlah DPT  Desa Pa’jukukang Tahun 2015…………88 
 Lampiran 2 Contoh sosialisasi mengenai calon Kepala Desa……...…................89 
 Lampiran 3 Wawancara kepada warga Desa Pa’jukukang…………..…………...89 
Lampiran 4 Rancangan dan Anggaran Belanja Pilkades Pa’jukukang Tahun 2015 
Kabupaten Bantaeng…………………………………………………….90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xv 
 
DAFTAR GAMBAR 
2.1 Alur Penggunaan Aplikasi e-Voting………………………………………….….43 
2.2 Kerangka Pikir………………………………………….………………………….45 
5.1 Tampilan Aplikasi e-Voting………………………………….….………….……..64 
5.2 Contoh tampilan surat suara elektronik di Pilkades Taba Renah…………....67 
5.3 Komputer All in One and Smart Card………..…………….……..…………….68 
5.4 Printer POS………………..…………………………………..…………………...68 
5.5 Kotak Audit…………………………………………………………………………69 
 
  
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1 Latar Belakang Masalah 
Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan tuntutan dalam 
administrasi publik dewasa ini. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat 
pengetahuan masyarakat serta semakin efektifnya interaksi internasional sebagai 
bagian dari aspek globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan 
pada saat ini tidak lagi sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. 
Oleh karena itu, diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan-
perubahan signifikan menuju kearah penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
(Jurnal Administrasi Negara 2008:22) 
Menyadari penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki peran 
penting maka aparatur negara sebagai inti dari pengelola Negara harus 
meningkatkan kinerjanya, melalui pelayanan kepada masyarakat yang efisien 
dan berkualitas sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, 
meningkatkan daya saing, dan pada akhirnya memberikan peningkatan 
kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. 
Pemerintah dalam hal ini sudah meningkatkan kinerja governance 
dengan mengembangkan teknologi informasi, perolehan dan penyebaran 
informasi melalui media internet, dan dalam penggunaan internet.Pemanfaatan 
teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena 
kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan 
utama disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah 
teknologi yang berbasis web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini 
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sudah digunakan diberbagai bidang baik bisnis, pemerintahan, kesehatan, 
pendidikan dan lain sebagainya. 
Teknologi internet yang kini sudah ada harus dimanfaatkan secara 
optimal, dengan keberadaan teknologi diharapkan juga bisa menjadi jawaban 
untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan, sehingga jika pemerintah sudah 
mulai mengadopsi teknologi tersebut dapat diupayakan sebagai perbaikan 
infrastruktur utama dalam pelayanan publik.Jaringan berbasis teknologi informasi 
online (internet) yang digunakan saat ini oleh pemerintah dikenal dengan namae-
Government. 
Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan 
yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan voting. 
Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting ini dikenal dengan 
istilah electronic voting (e-voting). E-voting yaitu suatu metode pemungutan 
suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan 
perangkat elektronik. E-voting akan menjadi pilihan dalam pemilu di masa 
mendatang terkait dengan keputusan Mahkamah Konsitusi yang menetapkan 
bahwa pasal 88 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 
konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka 
e-voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum 
kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). 
Di negara India dan Brazil telah beralih kepada sistem yang lebih baik 
yaitu electronic voting.Begitu juga Belanda, Amerika dan banyak negara maju 
lainnya juga telah meninggalkan sistem pemilu konvensional.E-voting pada 
dasarnya memang memiliki banyak keunggulan dibanding metode pemilu 
konvensional.E-voting merupakan mekanisme pemungutan suara terbaik di era 
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modern yang juga akan meningkatkan partisipasi rakyat untuk memilih wakil dan 
pemimpinnya. 
Menurut pakar e-voting Susanne Caarls, dalam buku E-voting Handbook: 
Key Steps in the Implementation of e-enabled Elections (2010), sebuah 
pemilihan atau referendum yang mempergunakan cara-cara elektronik dalam 
melakukan pemungutan suara akan mempercepat proses penghitungan suara, 
menghasilkan data yang akurat, serta mencegah terjadinya kesalahan (error) dan 
menekan potensi kecurangan (Cheating). Sistem e-voting yang kuat dan hasil 
akurat tentu akan membuat setiap orang berpikir ulang jika ingin mengajukan 
gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan jika dalam proses pelaksanaan 
e-voting ada indikasi kecurangan, maka proses penanganannya juga akan lebih 
cepat, mudah dan transparan dengan melakukan investigasi maupun audit 
forensik digital yang bersifat ilmiah. (evotingindonesia.com) 
Namun realitanya, di Indonesia masih belum merata dalam menerapkan 
e-voting. Maka, Pemerintahan ke depan harus mulai mempersiapkan agar 
setidaknya pada Pemilu 2019 Indonesia mampu menerapkan e-voting. Metode 
Pemungutan Suara secara Elektronik (E-voting) juga telah diperkenankan 
menjadi salah satu metode pemungutan suara oleh MK sesuai dengan Amar 
Putusan No.147/PUU-VII/2009. 
Di Indonesia sendiri penggunaan sistem e-voting telah dilaksanakan pada 
tahun 2009. Kabupaten Jembarana, Bali merupakan kabupaten pertama di 
Indonesia yang telah  menggunakan sistem e-Voting dalam pemilihan Kepala 
Dusun. Penggunaan e-voting di Kabupaten Jembrana telah menghemat 
anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara. 
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Pertama di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng mencoba 
menerapkan Pemilihan Kepala Desa dengan Sistem e-voting di 9 (Sembilan) 
Desa dari 4 (empat) Kecamatan. Ke sembilan desa tersebut masing-masing 
Desa Bonto Cinde, Bonto Tallasa dan Bonto Marannu di Kecamatan Ulu Ere, 
Desa Ulu Galung dan Desa Barua di Kecamatan Ermes. Selain itu, e-voting juga 
akan dilakukan di Desa Rappoa, Desa Pa'jukukang dan Batu Karaeng di 
Kecamatan Pajukukang serta Desa Pattaneteang di Kecamatan Tompobulu.  Hal 
ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah Bantaeng  agar proses Pemilihan 
Kepala Desa (Pilkades)  dapat  berlangsung cepat dan mudah serta mengurangi 
indikasi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh berbagai pihak. 
(bantaengkab.go.id) 
Program e-Voting di Kabupaten Bantaeng ini merupakan  kerja sama 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng di bawah koordinasi Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) , Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT), Universitas Hasanuddin (Unhas) dan KPU Kabupaten 
Bantaeng yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPM dan PEMDES 
Kabupaten Bantaeng Nomor : 410/98/BPM-PD/VI/2015 tentang Penetapatan 
Lokasi pendampingan Tenaga Pendamping dan Tenaga Teknis e-Voting pada 
Pemilihan Kepala Desa. (kpud.sulselprov.go.id) 
Dengan menjadi Kabupaten percontohan dalam pemungutan suara 
elektronik untuk daerah selatan pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini 
mengatakan bahwa dengan penerapan pemungutan suara elektronik (e-Voting) 
ini akan menghemat dari segi waktu, sangat efisien, dan efektif dengan hasil 
yang lebih akurat. 
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Dalam pelaksanaan e-Voting di Desa Pa’jukukang terdapat beberapa 
permasalahan seperti gangguan perangkat e-Voting yang terjadi pada saat 
pemilihan. (beritakotamakassar.com). Gangguan perangkat e-Voting tersebut 
ialah jika perangkat digunakan terlalu lama akan mengakibatkan lambat dalam 
proses pemilihan. Dari masalah yang terjadi diatas, peneliti dalam hal ini ingin 
mengetahui sejauhmana efektivitas dari penggunaan sistem e-Voting di Desa 
Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang agar pemerintah Kabupaten Bantaeng bisa 
memperbaiki kekurangan yang ada dan kedepan bisa menjadi contoh dalam 
penerapan e-Voting untuk kawasan timur Indonesia. 
 
I.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana efektivitas penerapan e-Votingdalam Pemilihan Kepala Desa di 
Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng ? 
2. Faktor-faktor apakah pendukung dan penghambat efektivitas penerapan e-
Voting di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng? 
 
I.3 Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini untuk : 
1. Menjelaskan efektivitas penerapan e-Votingdalam Pemilihan Kepala Desa di 
Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 
2. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas penerapan 
e-Voting di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 
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I.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Akademik 
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang 
telah dilakukan dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama 
perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai efektivitas penerapan e-
Votingdalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan 
Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 
2. Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi aparat 
pemerintahan di Kantor Desa Pa’jukukang agar lebih maksimal dalam 
menerapkan dan mengembangkan e-Voting di Kantor Desa Pa’jukukang 
Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 
3. Teknis 
Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan dalam bidang Ilmu 
Administrasi khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
efektivitas penerapan e-Voting. 
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BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
II.1. Konsep Efektivitas 
II.1.1. Definisi Efektivitas 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 
tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 
hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang 
(view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang 
erat dengan efisiensi.( Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik 2015:47) 
Menurut Steers (dalam Sutrisno 2011:123), pada umumnya efektivitas 
hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung 
mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya 
manusia. 
Menurut Sumanth (dalam Darsono & Siswandoko 2011:196) menjelaskan 
bahwa efektivitas adalah seberapa baik tujuan yang dapat di capai, merupakan 
prestasi yang dicapai dibandingkan dengan yang mungkin dicapai, dengan tetap 
mempertahankan mutu. 
            Menurut Stoner (dalam Darsono & Siswandoko 2011:196) menjelaskan 
efetivitas adalah konsep luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar 
organisasi, yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan organisasi dalam 
usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. 
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Siagian (dalam Indrawijaya 2010:175), memberikan pengertian tentang 
efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu : ―Penyelesaian 
pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan 
suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana 
cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.‖ 
Jika dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah (pelaksanaan 
pembangunan) efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih bertuju pada 
pengeluaran (output) bila dibandingkan dengan penggunaan masukan (input). 
Rumusan ini sesuai dengan penjelasan Saxena (dalam Indrawijaya 2010:176), 
yaitu: 
       Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas 
merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan 
gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya 
atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan 
dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan sebanding dengan target yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 
       Mengacu pada penjelasan diatas, maka untuk mencapai tujuan organisasi 
secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumber daya dengan 
menggunakan sarana yang laian sehingga sasaran yang aan dicapai menjadi 
jelas. Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya 
keharmonisan. 
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II.1.2 Keefektivan Organisasi 
(Menurut Darsono dan Siswandoko 2011:197) Suatu organisasi dapat 
efektif mencapai tujuan pada umumnya memiliki empat syarat yaitu: (1) majikan 
memberikan ruang gerak fleksibel kepada manajer, (2) manajer memiliki 
wewenang yang sesuai dengan tanggungjawabnya, (3) Buruh mendapat imbalan 
layak, dan (4) strukturnya sederhana. 
Keefektifan organisasi hakikatnya adalah kecepatan dan ketepatan 
mencapai tujuan yang dapat diuraikan berikut ini. 
1. Jika tujuan suatu organisasi adalah meningkatkan produktivitas, maka 
cara untuk mencapai tujuan itu adalah SDM potensial 
2. Jika tujuan suatu organisasi adalah meningkatkan potensi SDM maka 
cara untuk mencapai tujuan itu adalah adanya Diklat 
3. Jika tujuan suatu organisasi adalah tersedia input maka cara untuk 
mencapai tujuan itu adalah tersedianya informasi yang canggih 
4. Jika tujuan suatu organisasi adalah meningkatkan stabilitas, maka cara 
untuk mencapai tujuan itu adalah manajemen harus adaptif terhadap 
perubahan lingkungan. 
Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep 
efektivitas, tetapi apa yang dimaksud dengan efektivitas, terdapat perbedaan 
pendapat di antara yang menggunakannya, baik dikalangan akademisi maupun 
di kalangan para praktisi. Sebab utama tiadanya kesamaan pendapat ini ialah 
karena banyaknya ukuran efektivitas yang dapat digunakan. Pandangan yang 
menyatakan bahwa efektivitas diukur oleh keberhasilan mencapai laba saja 
sangatlah berbahaya, karena akan menyebabkan organisasi yang menggunakan 
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kriteria laba semata-mata sebagai ukuran efektivitas tidak akan dapat bertahan 
lama, jika organisasi itu tidak juga memerhatikan tujuan-tujuan lainnya, misalnya 
kebutuhan karyawan, masyarakat sekitar, dan keinginan pemerintah. 
Menurut Steers (dalam Sutrisno 2011:133), pada umumnya efektivitas 
hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung 
mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya 
manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, SDM, dan perilaku 
manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha 
untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti 
perilaku manusia di tempat kerja. Selanjutnya Steers (2011) mengatakan yang 
terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah 
konsep yang saling berkaitan, yaitu: 
1. Optimalisasi tujuan-tujuan 
2. Perspektif sistem, dan 
3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. 
Cara seperti ini disebut ancangan berdimensi ganda, dan lebih objektif 
daripada hanya menggunakan satu ancangan saja, misalnya hanya dari segi 
tujuan. Dengan ancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenalinya 
bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya sering saling bertentangan. 
Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran 
seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak 
dicapai yang satu sama lain saling berkaitan. 
Yang dimaksud dengan ancangan sistem ialah menggunakan sistem 
terbuka, yaitu pandangan terhadap organisasi yang saling berkaitan dan 
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berhubungan dengan lingkungannya. Dengan ancangan ini perhatikan lebih 
diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling hubungan, struktur, dan 
saling ketergantungan satu sama lain. Sistem ini mencaup tiga komponen, ialah 
input, process, dan output. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari 
lingkungannya, kemudian memprosesnya, dan selanjutnya memberikan output 
kepada lingkungannya. Tanpa adanya input dari lingkungan, suatu organisasi 
akan mati. Demikian juga, tidak memberikan output kepada lingkungannya, suatu 
organisasi akan mati. Jadi efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-
mata, melainkan juga dari segi sistem. 
Ketiga, ialah perilaku manusia dalam organisasi. Ancangan ini digunakan 
karena atas dasar realitanya bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai 
tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Justru karena 
faktor manusianya itulah suatu organisasi dapat efektif, tetapi juga faktor 
manusianyalah suatu organisasi tidak efektif. 
II.1.3. Penilaian Efektivitas Organisasi 
(Menurut Indrawijaya 2010:188) berdasarkan pembahasan mengenai 
perkembangan teori, pandangan dan konsepsi penilaian efektivitas organisasi, 
dapatlah disimpul beberapa hal: 
1) Menentukan efektivitas organisasi hanya menurut tingkat prestasi suatu 
organisasi adalah suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan 
hakikat penilaian efektivitas organisasi. Kita mengetahui bahwa tiap 
organisasi mempunyai beberapa sasaran dan diantaranya sering terdapat 
persaingan. Persoalannya ialah bagaimana caranya mengembangkan 
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suatu rangkaian atau kumpulan sasaran yang dapat di capai dengan 
batasan sarana, sumberdaya, dan dana yang tersedia. 
2) Tidak semua criteria sekaligus dapat digunakan untuk mengukur 
efektivitas organisasi. Keinginan untuk meningkatkan keuntungan, 
umpamanya, dapat menyebabkan seseorang terlalu optimis dalam hal 
potensi pemasaran. Ini sering menyebabkan timbulnya efek sampingan, 
yaitu kurangnya perhatian terhaadap usaha mempertahankan 
kelangsungan hidup organisasi perusahaan. 
3) Pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup 
berbagai criteria, seperti: efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri 
dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi 
dan sebagainya. Cara pengukuran seperti ini sering disebut ―multiple 
factor model‖ penilaian efektivitas organisasi. 
II.1.4. Pengukuran Efektivitas Organisasi 
Menurut Campbell (dalam Batinggi dan Ahmad 2013:207) ada 19 butir 
untuk mengukur efektivitas : 
1. Efektivitas Keseluruhan :Sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh 
tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. Penilaian umum 
dengan sebanyak mungkin criteria tunggal dan menghasilkan penilaian 
yang umum mengenai efektivitas organisasi. 
2. Kualitas :Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh 
organisasi. Ini mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama 
ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. 
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3. Produktivitas :Kualitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang 
dihasilkan organisasi. Dapat diukur menurut tiga tingkatan: tingkat 
individual, kelompok, dan keselutuhan organisasi. Ini bukan ukuran 
efisiensi, tidak ada perhitungan nisbah biaya dan keluaran. 
4. Kesiagaan :Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan 
bahwa organisasi mampu mnyelesaikan sesuatu tugas khusus dengan 
baik jika diminta. 
5. Efisiensi :Nisbah yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek 
prestasi unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut. 
6. Laba atau Penghasilan :Penghasilan atas penanaman modal yang 
dipakai untuk menjalankan organisasi dilihat dari sudut pandangan si 
pemilik. Jumlah dari sumber-sumber daya yang masih tersisa setelah 
semua biaya dan kewajiban dipenuhi, kadang-kadang dinyatakan dalam 
persentase. 
7. Pertumbuhan :Penambahan dalam hal-hal seperti tenaga kerja, fasilitas 
pabrik, harga, penjualan, laba, bagian pasar, dan penemuan-penemuan 
baru. Suatu perbandingan antara keadaan organisasi seharga dengan 
keadaan masa lalunya. 
8. Pemanfaatan Lingkungan :Batas keberhasilan organisasi berinteraksi 
dengan lingkungannya, memperoleh sumber daya yang langka dan 
berharga yang diperlukannya untuk operasi yang efektif. Hal ini 
dipandang dari rencana jangka panjang yang optimal dan bukan dalam 
rencana jangka pendek yang maksimal. Contohnya adalah tingkat 
keberhasilannya memperoleh suplai sumber daya manusia dan keuangan 
secara mantap. 
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9. Stabilitas : Pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang 
waktu, khususnya dalam periode-periode sulit. 
10. Perputaran atau Masuknya pekerja : Frekuensi atau jumlah pekerja dan  
 yang keluar atas permintaan sendiri. 
11. Kemangkiran :Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan. 
12. Kecelakaan : Frekuensi dalam pekerjaan yang berakibat kerugian waktu  
turun mesin atau waktu penyembuhan/perbaikan. 
13. Semangat : Kecenderungan anggota organisasi kerja berusaha lebih  
keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi, termasuk perasaan 
terikat. Semangat kerja adalah gejala kelompok yang melibatkan usaha 
tambahan, kebersamaan tujuan, dan perasaaan memiliki. Kelompok jadi 
bersemangat, sedang perorangan bermotivasi dan puas. Implikasi 
semangat adalah bagian dari gejala kelompok. 
14. Motivasi :Kekuatan kecenderungan seorang individu melibatkan diri 
dalam kegiatan yang diarahkan sasarannya dalam pekerjaan. Ini 
bukanlah perasaan seorang yang relative terhadap hasil berbagai 
pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan 
perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan. 
15. Kepuasan :Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan 
atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa 
mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek 
situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada. 
16. Penerimaan Tujuan Organisasi : Diterimanya tujuan-tujuan organisasi 
oleh setiap pribadi dan oleh unit-unit dalam organisasi. Kepercayaan 
mereka bahwa tujuan organisasi tersebut benar dan layak. 
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17. Kepaduan – Konflik-konflik – Kelompok :Dimensi berkutub dua : Kutub  
kepaduan adalah fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai 
satu sama lain, bekerja sama dengan baik, berkomunikasi sepenuhnya 
dan secara terbuka, dan mengoordinasi usaha kerja mereka. Pada kutub 
yang lain terdapat organisasi penuh pertengkaran, baik dalam bentuk 
kata-kata maupun secara fisik, koordinasi yang buruk, dan komunikasi 
tidak efektif. 
18. Keluwesan Adaptasi :Kemampuan sebuah organisasi berkaitan dengan 
prosedur standar operasinya jika lingkungannya berubah, untuk 
mencegah kebekuan terhadap rangsangan lingkungan. 
19. Penilaian oleh Pihak Luar :Penilaian mengenai organisasi atau unit 
organisasi oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungannya, 
yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, 
kepercayaan, dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh 
kelompk-kelompok seperti penyuplai pelanggan, pemegang saham, para 
petugas, dan masyarakat umum. 
II.1.5 Indikator Efektivitas Organisasi 
Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep 
efektivitas. Menurut Steers (dalam Sutrisno, 2011: 149), pada umumnya 
efektivitas dikaitkan dengan tujuan organisasi , yaitu laba, yang cenderung 
mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya 
manusia. 
Hal-hal yang diperhatikan agar dapat mencapai efetivitas organisasi, baik 
untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan 
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mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran efektivitas organisasi, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Produksi (Production) 
Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi 
untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan 
lingkungannya. Ukuran produksi ini akan meliputi keuntungan penjualan, 
jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani dan sebagainya. 
2. Efisiensi (Efficiency) 
Ini berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikomsumsikan 
oleh pelanggan. Agar organisasi bisa survival perlu memperhatikn efisiensi. 
Efisiensi diartikan sebagai perbandingan (rasio) antara keluaran dengan 
masukan. Ukuran efisiensi melibatkan tingkat laba, modal atau harga, biaya 
per unit, penyusutan, depresiasi, dan sebagainya. Pernyataan perbandingan 
antara keuntungan dan biaya. Organisasi sudah bertindak realistis bahwa 
keuntungan aan diselaraskan dengan ekuatan sumber daya. Kelemahan 
sumber daya, tekanan lingkungan, dan kesempatan lingkungan. 
3. Kepuasan  (Satisfaction) 
Banyak manajer beriorientasi pada sikap untuk dapat menunjukkan sampai 
seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya, 
sehingga mereka merasakan kepuasan dalam bekerja. Hal ini dilauan 
manajer dengan pencarian keuntungan yang optimal. Yang dimaksud 
optimal yaitu pencapaian tujuan yang diselaraskan dengan kondisi 
organisasi demi kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan 
kemampuan adaptasi. 
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4. Adaptasi (Adaptiveness) 
Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi mampu 
menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, 
kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Kemampuan 
adaptasi ini sifatnya lebih abstrak disbanding dengan masalah yang lain 
seperti produksi, keunangan, efisiensi, dan sebagainya. Walaupun sifatnya 
lebih abstrak, tetapi bisa diamati dari hasil penelitian. Jika organisasi tidak 
bisa menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidup bisa terancam. 
Manajemen dapat membuat kebijakan yang dapat merangsang kesiap-
siagaan terhadap perubahan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi 
perubahan, paling tidak perlu didasari bahwa harus ada ketidakpuasan 
terhadap kondisi saat ini. Dengan adanya perubahan diharapkan organisasi 
bisa berkembang. 
5. Perkembangan (development) 
Perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup terus 
(survive) dalam jangka panjang. Untuk itu organisasi harus bisa memperluas 
kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus 
akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya. Usaha pengembangan 
kemampuan tersebut seperti program pelatihan bagi karyawan. Dari 
pengembangan kemampuan organisasi diharapkan dapat mengembangkan 
organisasinya baik untuk ini maupun untuk masa yang akan datang. 
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II.2. Konsep Good Governance 
II.2.1. Definisi Good Governance 
Istilah governance sebenarnya istilah lama yang dipopulerkan kembali 
oleh Bank Dunia pada tahun 1992 dalam report-nya berjudul: Governance and 
Development‖. Berawal dari kasus Sub-Sahara Africa pada tahun 1989, Bank 
Dunia menggaris bawahi, bahwa pemerintah adalah sumber kegagalan 
pembangunan. Pemerintahan yang besar akan menghasilan bad governance. 
“Big Government is bad governance”. Disimpulkan bahwa :‖good governance is 
less Goverment, good governance is better Government”. (Sedarmayanti 
2003:76) 
Gerakan good governance mulai digelindingkan pada awal tahun 1990-an 
sebagai bentuk perlawanan terhadap konsep Government yang dinilai memiliki 
banyak kelemahan karena meremehkan kekuatan atau minimnya partisipasi 
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Konsep 
ini masuk ke Indonesia melalui program ―Good Governance‖ yang dipelopori oleh 
lembaga donor, seperti Bank Dunis, ADB, IMF, dan lain-lain pada akhir tahun 
1990-an. Program ini menyatu dalam program pinjaman, termasuk bantuan 
teknis kepada pemerintah dan civil society yang kemudia disambut oleh lembaga 
non-pemerintah untuk revitalisasi diri, dan juga disambut oleh lembaga 
pemerintah untuk menghadang delegitimasi yang kemudian mendominasi arah 
reformasi birokrasi pemerintah. 
       Dalam Rewansyah 2010:79, kata Governance berasal dari kata dasar 
―govern” yang artinya memerintah (a country), menguasai, menentukan (a 
decision), berpengaruh atas (a grammatical case). Ada lagi kata yang dekat 
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dengan arti governance, yaitu Governing artinya, yang memerintah: governable 
artinya, bisa dikuasai/diperintah: Government artinya: pemerintah, pemerintahan, 
ilmu pemerintahan/politik; dan Governmental, artinya yang berhubungan dengan 
pemerintah. Sedangkan kata “Governance”, ada beragam terjemahan seperti: 
penyelenggaraan urusan pemerintahan atau kepemerintahan, tata kelola 
pemerintahan. Ada juga yang mengartikan, pemerintahan, pengarahan, 
pembinaan, pengurusan, pengelolaan, dan administrasi publik. 
       Governance disebut ―good” (good governance) jika memenuhi syarat (ketiga 
komponen terintegrasi, seimbang, dan saling ketergantungan), dan sebaliknya 
―bad‖ jika tidak. Masing-masing komponen mempunyai peran: 
1) The State (Pemerintah) :meletakkan dasar bagi keadilan, dan 
perdamaian, menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif 
untuk pembangunan; 
2) The Private Sector (Swasta) :meletakkan dasar bagi pertumbuhan 
ekonomi, kesempatan kerja dan pengembangan; 
3) The Civil Society(Masyarakat) :meletakkan dasar bagikebebasan, 
kesetaraan, tanggung jawab, dan ekspresi diri. 
(dalam Sedarmayanti 2003:1) Good Governance yang dimaksud adalah 
merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan 
penyediaan public goods and service disebut governance (pemerintah atau 
kepemerintahan), sedangkan praktek terbaik disebut ―Good Governance’’ dapat 
menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan 
keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good Governance 
yang efektif menuntut adanya ―alignment‖ (koordinasi) yang baik dan integritas, 
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profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan 
konsep ―Good Governance‖ dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah 
negara merupakan tantangan tersendiri. 
      Dari segi fungsional, aspek: governance dapat ditinjau dari apakah 
pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai 
tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak 
berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. Governance menurut definisi dari 
World Bank adalah ―the way state power is used is managing economic and 
social resource for development and society’’. Sementara UNDP mendefinisikan 
sebagai ― the exercise of political, economic, and administrative authority to 
manage a nation’s affair at all levels‖. 
       (dalam Sedarmayanti 2003:6) arti Good dalam good governance 
mengandung dua pengertian sebagai berikut. Pertama, nilai yang menjunjung 
tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan 
kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, 
pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari 
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk 
mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, good governance 
berorientasi pada : 
1. Orientasi Ideal, Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. 
Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam ehidupan bernegara 
dengan elemen konstituennya seperti legitimacy (apakah pemerintah) 
dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat.Akuntabilitas 
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mengamankan hak asasi manusia, otonomi dan devolusi kekuasaan, dan 
jaminan kontrol sipil. 
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien 
dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini 
tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan 
sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi 
secara efektif dan efisien. 
       Menurut Lembaga Administrasi Negara mengemukakan bahwa good 
governance berorientasi pada : 
1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional 
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien 
dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. 
II.2.2 Prinsip-Prinsip Good Governance 
Good governance merupakan istilah yang sudah lama didengung-
dengungkan dan banyak ahli yang telah membahasnya, diantaranya Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Kebijakan Pendayagunaan Aparatur 
Negara menuju pemerintahan yang baik yang mengemukakan prinsip-prinsip 
yang terkandung dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik meliputi: 
kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas publik, dan profesionalitas. 
Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi 
kepemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan yang tradisional, 
adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan 
pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan 
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Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi non pemerintah) semakin di 
tingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. (Sedarmayanti 2004:5) 
       Selain itu, Gambir Bhatta mengungkapkan pula bahwa ―Unsur utama 
governance‖, yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum 
ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak-hakk asasi manusia. 
Berikutnya, UNDP (dalam Sedarmayanti 2004:6) mengemukakan bahwa 
karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek 
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi: 
1. Partisipasi (Participation) : Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-
laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses 
pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga 
perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing 
2. Aturan Hukum (Rule Of Law) :Kerangka aturan hukum dan perundang-
undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, 
terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. 
3. Transparansi (Transparency) :Transparansi harus dibangun dalam rangka 
kebebasan aliran informasi. 
4. Daya Tanggap (Responsiveness) :Setiap institusi dan prosesnya harus 
diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang 
berkepentingan (stakeholder). 
5. Berorientasi Konsesnsus (Consensus Orientation): Pemerintahan yang 
baik akan bertindak sebagai penengah bagi consensus atau kesempatan 
yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika 
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dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan 
proses yang akan ditetapkan pemerintah. 
6. Berkeadilan (Equity) :Pemerintahan yang baik akan memberikan 
kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam 
upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. 
7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) : Setiap proses 
kegiatan dan kelembagaan diarahkan untu menghasilkan sesuatu yang 
benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-
baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. 
8. Akuntabilitas (Accountability) : Para pengambil keputusan dalam 
organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki 
pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), 
sebagaimana halnya kepada para pemilikk (stakeholder). 
9. Visi Strategis (Strategic Vision) : Para pimpinan dan masyarakat memiliki 
perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan 
dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. 
II.3. Konsep e-Government 
II.3.1. Definisi E-Government 
Menurut Conrad, Jurnal Administrasi Negara, 2010:264 melihat e-
Government secara khusus sebagai penggunaan internet dalam pelayanan 
publik dengan definisinya sebagai berikut: ―Pemerintahan yang mengadopsi 
teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan 
program dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan sesuatu 
yang lebih baik kepada pengguna jasa atau memberikan kepuasan maksimal. 
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Electronic Administration (E-Adm) yang mengandung alternatif ungkapan 
mengenai Electronic Government (E-Gov) yang mengandung pengertian dan 
maksud yang sama sehingga dimana perlu maka dapat di pergunaan secara 
bergantian (Interchangable). Keduanya berkenaan dengan aplikasi teknologi 
informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan. E-Adm berkembang 
dengan mengadopsi electronic commerce, electronic business yang lebih dulu 
mengaplikasikan teknologi tersebut dalam aktivitas bisnis dengan menggunakan 
jasa internet. Aplikasi E-Adm atau E-Gov dalam institusi public mulai 
diperkenalkan menjelang akhir abad 20 persisnya pada decade akhir 1990-an, 
terutama di negara-negara industry maju (OECD). Aplikasi teknologi tersebut 
pada lembaga pemerintahan merupakan upaya untuk merevitalisasi pelaksanaan 
tugas dan fungsi administrasi public dalam pengelolaan kebijakan atau pun 
dalam pemberian pelayanan sebagai response atas perubahan lingkungan 
stratejik yang menuntut adanya administrasi public yang efisien, efektif, 
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi, dan daya guna lain 
yang di mungkinkan. 
Menurut Badu Ahmad & A. Batinggi 2013:162, Sebenarnya E-Gov 
merupakan adopsi dari perkembangan dan pemanfaatan teknologi serupa di 
dunia bisnis. Pengembangan E-Gov dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, 
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan 
menggunakan internet dan teknologi digital lain. Istilah bisnis yang popular dalam 
penerapan teknologi transparan, dan akuntabel. Selain itu juga tidak terlepas dari 
perkembangan teknologi informasi secara inperatif telah menghilangkan batas-
batas negara dan peradaban bangsa. 
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Terakhir, E-Adm juga dapat di pahami sebagai pengguna teknologi 
berdasarkan web (jaringan), komunikasi internet, dan dalam beberapa kasus, 
merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas 
akses ked an dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada 
penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional 
maupun antar negara. Selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
dan kinerja dan proses pelaksanaan layanan dan tugas pokok dan fungsinya. 
Dari beberapa rumusan pengertian tentang E-Gov diatas dapat di 
katakan, bahwa dasarnya E-Gov adalah suatu interaksi dinamis antar 
pemerintah, kalangan swasta, kalangan akademisi, dan masyarakat umum yang 
di berdayakan untuk mengakses infrastruktur informasi local/nasional dari 
manapun, kapanpun, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan 
demikian jelas bahwa salah satu keunggulan E-Adm adalah kemudahan untuk 
bisa di akses oleh pengguna jasa. Dengan kata lain transaksi-transaksi public 
tidak dibatasi ruang dan waktu. 
Dewasa ini, e-Adm menjadi sebuah kebutuhan. Globalisasi yang terjadi di 
sama sisi dan tuntutan efetivitas dan efisiensi pelayanan merupakan fenomena 
yang tidak dapat diabaikan. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi telah sangat mendukung pengembangan e-Adm di Indonesia. 
II.3.2 Manfaat e-Government 
(dalam Jurnal Administrasi Negara 2010:266) secara konseptual e-
Government akan memberikan keuntungan yang nyata antara lain: 
 Sistem yang terintegrasi antar unit kerja di pemerintah. 
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 Meningkatkan kolaborasi antara unit kerja pemerintah. 
 Penyebaran informasi potensi organisasi yang lebih luas dan efektif. 
 Biaya total implementasi TI yang lebih efisien. 
 Terbentuknya penyebaran prestasi yang sama antara unit kerja dalam 
pengembangan program TI di masa yang akan datang. 
 Pendorong SDM untuk mengadopsi teknologi yang sesuai dengan 
tuntutan kemajuan jaman peningkatan kinerja di setiap unit kerja 
pemerintah untuk mencapai hasil yang optimal dan efesien. 
 Aplikasi pendukung sistem informasi yang sesuai dengan prosedur yang 
berlaku di pemerintah. 
Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi 
e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan 
masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. 
Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-
tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan 
kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan 
memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional. 
II.3.3 Pengembangan e-Government 
Berdasaran Inpres No.3 Tahun 2003 (dalam SANKRI 2004:400), 
pemerintah telah menggariskan kebijakan dan strategi nasional dalam 
pengembangan E-Government. Ditegaskan bahwa tujuan pengembangan e-
Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 
kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui 
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pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan 
proses kerja di lingkungan Pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan 
teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) 
aktifitas yang berkaitan yaitu: 
1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan 
proses kerja secara elektronis 
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik 
dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh 
wilayah negara. 
Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-Government 
diarahkan guna mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : 
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang 
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luar 
serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat 
tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh 
masyarakat; 
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk 
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat 
kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan 
internasioal; 
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi 
masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan 
negara; 
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4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan 
dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar Lembaga 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah Otonom. 
II.3.4 Penerapan e-Government 
Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan 
berjalan, sebelum penerapan E-Government, karena untuk menjalankan E-
Government diperlukan suatu sistem informasi baik, teratur, dan sinergi dari 
masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa 
didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan 
sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam 
menjalankan fungsinya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem 
informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka 
sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi 
suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal 
untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut. 
Tujuan dari penerapan E-Government yang disarikan dari pemahaman 
negara-negara asing yang sudah menerapkan konsep ini, adalah mencapai 
efisiensi, efektivitas, dan nilai ekonomis dari praktek layanan pemerintah ke 
masyarakat. Tetapi tujuan ini sebenarnya memiliki pengertian lebih, dimana yang 
diharapkan dari penerapan konsep E-Government adalah restrukturisasi sistem 
pemerintahan yang sudah ada agar hasil yang dicapai dengan menerapkan e-
government bisa maksimal. Hal ini berarti ada masalah sistem kerja, personil, 
dan budaya kerja yang harus diperhatikan sebelum menerapkan e-Government. 
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II.3.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan e-Government 
Menurut hasil kajian dan riset Harvard JFK School Of Government dalam 
Indrajit (2002) untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor public, 
ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. 
Masing-masing elemen sukses tersebut adalah :Support, Capacity, dan Value. 
a. Support 
Support merupakan elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki 
oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat 
publik dan politik untu benar-benar menerapkan konsep e-Government, 
bukan hanya sekedar mengikuti tren atau justru menentang inisiatif yang 
berkaitan dengan prinsip-prinsip e-Government. Karena budaya birokrasi 
cenderung bekerja berdasaran model manajemen “top down‖ maka jelas 
dukungan implementasi program e-Government yang efektif harus dimulai 
dari para pemimpin pemerintahan yang berada pada level-level di bawahnya 
(Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan 
dukungan disini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih 
jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci 
sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga 
harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain 
yang diperlukan; 
2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, 
waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk 
membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral; 
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3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung 
agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-
Government (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan 
Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus, 
misalnya kantor e-Envoy sebagai penanggung jawab utama,  
disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain 
sebagainya); 
4. Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, 
konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara 
khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara 
kampanye yang simpatik. 
b. Capacity 
Elemen kedua ini merupakan unsur kemampuan atau keberdayaan dari 
pemerintah setempat dalam mewujudkan ―impian‖ e-Government terkait 
menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki 
oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu ; 
1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan 
berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan 
sumber daya finansial; 
2) Ketersediaaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 
fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan 
konsep e-Government, dan ; 
3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 
keahlihan yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat 
sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan 
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4) Perlu diperhatikan disini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen 
prasyarat tersebut janganlah dijadikan alas an tertundanya sebuah 
pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan e-
Government, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber 
daya krusial yang berada diluar jangkauan (wilayah kontrol) 
pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar 
dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya 
melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan 
pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari 
sektor non publik, mengalihdayakan (outsorcing) berbagai teknologi 
yang tidak dimiliki, dan sebagainya. 
c. Value 
Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi 
pemerintah selaku pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-
Government tidak aka nada gunanya jika tidak ada piha yang merasa 
diuntungkan dengan adanya impelementasi konsep tersebut; dan dalam hal 
ini, menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-
Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat 
dan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka 
pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-
Governmentapa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-
benar memeberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh 
masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan oleh 
masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang 
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akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-
Government. 
Perpaduan antara ketiga elemen penting tersebut diatas akan membentuk 
sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-Government yang merupakan kunci 
sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman 
memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang 
berusaha menerapkan konsep e-Government berada diluar area tersebut (ketiga 
elemen pembentuk nexus), maka probabilitas proyek tersebut akan tinggi. 
II.4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, DanWalikota  
Dalam Pasal 85 ayat 1-3, ayat (1) Pemberian suara untuk pemilihan 
Bupati/Walikota dapat dilakukan dengan cara :  
a. Memberi tanda satu kali pada surat suara,  
b. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara electronic voting (e-
Voting). 
Pada ayat (2) Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi 
dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan 
Bupati/Walikota. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan 
tanda dan memberi suara melalui peralatan pemilihan suara electronic voting (e-
voting) diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU. 
Pada pasal 98 tentang Penghitungan Suara di TPS, dalam hal pemberian 
suara dilakukan dengan cara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan 
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cara manual dan/atau elektronik. Pasal 111 mekanisme penghitungan dan 
rekapitulasi suara pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem 
penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU. 
II.4.1 Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 
Dalam Bab 2 Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa (Pasal 2) 
Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat 
bergelombang. (Pasal 3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa 
pada wilayah Kabupaten/Kota. 
Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara 
bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan: a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan 
Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota; b. kemampuan keuangan daerah; 
dan/atau; c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi 
persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. Dalam Ayat (2) Pemilihan Kepala 
Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Batas waktu 
Pilkades bergelombang di batasi dengan waktu paling lama dua tahun dijelaskan 
dalam Ayat (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. 
 Bagian Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdapat dalam pasal 7 - 9 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa.Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan: 
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a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa 
tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum 
berakhir masa jabatan; 
b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan 
permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari 
setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; 
c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota 
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 
pemberitahuan akhir masa jabatan; 
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada 
bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan 
e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia. 
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), 
dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, 
dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa 
setempat.Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.Pasal 34 
pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, 
kelengkapan peralatan lain  serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut  dalam 
Peraturan Bupati/Walikota.  
Menurut Pasal 40 Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah 
apabila:surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan tanda coblos hanya 
terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon atautanda 
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coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto 
dan nama calon yang telah ditentukan, tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih 
di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon,  
tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat 
nomor, foto, dan nama calon. 
 Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh 
saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. Pada ayat (8) Panitia 
menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat 
kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD 
segera setelah selesai penghitungan suara. 
Pada bagian Kelima Proses Pemilihan Kepala Desa adalah Penetapan 
Kepala Desa terpilih yang ada pada pasal 44 Permendagri 112 tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa.Pasal 44 ayat (1) Panitia pemilihan kepala desa 
menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD, (2) BPD 
berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak 
kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa. 
(3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa 
dengan keputusan Bupati/Walikota. 
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II.4.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 
Desa 
Pada bagian ketiga Pemungutan Suara pasal 50 dikatakan bahwa: 
(1) Pelaksanaan pemungutan suara pemilih Kepala Desa bersifat langsung, 
umum, bebas, rahasia, berjalan jujur dan adil, 
(2) Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara 
dan/atau menggunakan alat elektronik (e-voting), 
(3) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh 
panitia dengan susunan gambar berdasarkan nomor urut calon, 
(4) Pemungutan suara dipimpin ketua panitia pemilihan dan dihadiri oleh 
BPD, para calon kepala desa, tim fasilitasi kecamatan dan kabupaten, 
(5) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan 
alat yang telah disediakan oleh panitia, 
(6) Panitia pemilihan kepala desa dapat memberikan pelayanan kepada 
pemilih tuna netra dan cacat fisik lainnya dalam memberikan suaranya 
(7) Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan 
suara sesuai kondisi desa dengan tidak menutup kemungkinan adanya 
kesepakatan para calon secara tertulis untuk mengakhiri pelaksanaan 
pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi waktu 
yang ditentukan. 
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II.4.3 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 
 Pada Bab II tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 2 : 
(1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan menggunakan 
metode e-Voting, 
(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan bergelombang selama 3 (tiga) kali dalam jangka 
waktu 6 (enam) tahun. 
(3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh 
desa pada setiap gelombang, 
(4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 
a. Gelombang I (pertama) dilaksanakan pada Tahun 2015 terdiri dari 9 Desa 
b. Gelombang II (kedua) dilaksanakan pada Tahun 2017 terdiri dari 25 
Desa; 
c. Gelombang III (ketiga) dilaksanakan pada Tahun 2019 terdiri dari 12 
Desa; 
(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa, 
(6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari 
Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. 
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II.5  Konsep Electronic Voting(e-Voting) 
II.5.1 Definisi e-Voting 
Electronic voting adalah suatu pemungutan suara dan penghitungan 
suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan 
dari electronic voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan 
biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem 
yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan e-Voting penghitungan 
suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya percetakan surat suara, 
pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali 
untuk Pemilu dan Pilkada. 
Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) sistem 
electronic voting (e-voting) adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat 
elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, 
memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan 
suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit. 
II.4.2 Manfaat e-Voting 
Penerapan e-voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang 
timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional.  Riera dan Brown serta 
de Vuyst dan Fairchild menawarkan manfaat yang akan diperoleh dalam 
penerapan e-voting sebagai berikut: (dalam 
http://smartmaticindonesiaevotingproject.blogspot.co.id/) 
1. Mempercepat penghitungan suara 
2. Hasil penghitungan suara lebih akurat 
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3. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara 
4. Menghemat biaya pengiriman kertas suara 
5. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan 
fisik (cacat) 
6. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu 
untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS) 
7. Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa 
8. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan 
suara 
9. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena 
di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur. 
II.5.3 Metode e-Voting 
       Pelaksanaan pemilihan umum pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua 
cara yakni cara konvensional yang berbasis kertas dan e-voting yang berbasis 
pada teknologi online. E-voting berbasis online dapat dilaksanakan dalam 
beberapa metode ; BPPT dalam . 
1. Sistem pemindaian optik. Sistem ini dilakukan dengan cara kertas diberikan 
kepada para pemilih kemudian hasilnya direkam dan dihitung secara 
elektronik. Metode ini harus menyediakan surat suara yang dapat dipindai 
dengan optik dan membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya mahal. Di 
samping itu, tanda yang melewati batas kotak marka suara dapat 
menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin pemindai. Sistem ini biasa 
disebut sebagai e-counting. 
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2. Sistem Direct Recording Electronic (DRE). Metode ini para pemilih 
memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh atau 
panel/papan suara elektronik. Kemudian hasil pemungutan suara disimpan 
di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun 
offline ke pusat penghitungan suara nasional. Para pemilih masih diwajibkan 
untuk datang ke TPS namun data penghitungan suara sudah dapat disimpan 
dan diproses secara realtime dan online. 
3. Internet voting. Pemilih dapat memberikan hak suaranya dari mana saja 
secara online melalui komputer yang terhubung dengan jaringan di mana 
pemungutan suara di TPS langsung direkam secara terpusat. Metode ini 
membutuhkan jaringan komunikasi data yang berpita lebar dan keamanan 
yang handal. 
II.5.4 Prinsip-Prinsip Dalam Penerapan E-Voting 
       Supaya e-voting dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil 
penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, di 
samping prinsip Luber dan Jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang, 
(http://smartmaticindonesiaevotingproject.blogspot.co.id/) maka penerapan e-
voting harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 
1. Eligibility and Authentication (Kelayakan dan Otentikasi )—pemilih hanya 
berwenang harus dapat memilih; 
2. Uniqueness (Keunikan) —pemilih hanya dapat memilih satu; 
3.Accuracy (Ketepatan) —sistem pemilu harus mencatat suara dengan benar; 
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4.Integrity (Integritas) —orang seharusnya tidak dapat diubah, ditempa, atau 
dihapus tanpa deteksi;; 
5.  Reability (Keandalan) —sistem pemilu harus bekerja kokoh, tanpa kehilangan 
apapun orang, bahkan dalam menghadapi berbagai kegagalan, termasuk 
kegagalan mesin voting dan kerugian total komunikasi Internet; 
6. Secrecy (Kerahasiaan) —tidak ada yang harus dapat menentukan bagaimana 
setiap individu sebagai, dan pemilih tidak dapat membuktikan bagaimana 
mereka sebagai (yang akan memfasilitasi penjualan orang atau paksaan); 
7. Flexibility (Keluwesan) —peralatan pemilu harus memungkinkan untuk 
berbagai format suara pertanyaan (misalnya, menulis-di calon, pertanyaan 
survei, beberapa bahasa); kompatibel dengan berbagai platform standar dan 
teknologi; dan dapat diakses oleh penyandang cacat; 
8. Convenience (Kenyamanan) —pemilih harus dapat memberikan suara cepat 
dengan peralatan minim atau keterampilan; 
9. Certifiability (Sertifikasi) —sistem pemilu harus diuji sehingga pejabat terpilih 
memiliki keyakinan bahwa mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan; 
10.Transparency (Transparansi) —pemilih harus mampu memiliki pengetahuan 
umum dan pemahaman tentang proses pemungutan suara; dan 
11.Cost-effectivenes (Efektivitas biaya) —sistem pemilu harus terjangkau dan 
efisien (Internet Policy Institute, 2001). 
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       Selanjutnya Dewan Eropa yang berkedudukan di Perancis membagi aspek-
aspek penting yang harus dipersiapkan sebelumnya jika akan menerapkan e-
voting, yang meliputi. 
1. Aspek prinsip meliputi (1) pemilih diverifikasi jejak audit kertas, (2) untuk 
mengakhiri verifikasi,. 
2.  Aspek umum meliputi :(1) kepercayaan (2) debat publik, dan (3) aksesibilitas. 
3. Aspek teknik meliputi (1) perangkat lunak berlisensi atau open source, (2) 
identifikasi dan autentifikasi pemilih, (3) menghilangkan keterhubungan antara 
kandidat dan pemilih, (4) perancangan kertas suara secara elektronik, (5) 
Konfirmasi pemilih, dan (6) periode pemungutan suara. 
       Prinsip-prinsip dan aspek-aspek di atas harus dipenuhi sebelum e-voting 
diterapkan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi RI pun sudah memberikan 
prasyarat terhadap hal ini walaupun belum serinci prinsip dan aspek di atas. 
Dibuktikan dengan dikabulkannya uji meteri UU Nomor 32 tahun 2004 tentang 
tentang Pemeritahan Daerah yang tak memungkinan e-voting untuk pilkada 
karena Pasal 88 hanya membolehkan mencoblos, yang diajukan oleh Bupati 
Jembrana, Prof Dr Drg I Gede Winasa, bersama 20 kepala dusun. MK 
mengabulkan e-voting dengan catatan, yaitu terpenuhinya syarat kumulatif 
dengan tidak melanggar lima asas pemilu: luber dan jurdil. Selain itu, daerah 
yang menerapkan harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya 
manusia, perangkat lunak, serta masyaratnya siap . 
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II.5.6 Alur Penggunaan Aplikasi e-Voting 
 
 
II.5 Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Alur Penggunaan Aplikasi e-Voting 
 
 
 
Tahap 1 
Pemilih Mendatangi TPS, 
dengan membawa kartu identitas 
khusus menuju terminal verifikasi 
Tahap 2 
Pada terminal verifikasi, jika terdaftar 
sebagai pemilih akan langsung muncul  
nama dan foto pemilih. 
Tahap 3 
Pemilih menuju terminal pemilihan, 
memilih cukup dengan menyentuh foto 
kandidat 
Tahap 4 
Setelah memilih di terminal 
pemilihan, nantinya akan muncul 
kertas audit sebagai bukti bahwa 
sudah memilih 
Tahap 5 
Pemilih memasukkan kertas 
audit tersebut ke dalam 
Kotak Audit yang tersedia. 
Terminal Penghitungan 
Seluruh hasil pemilihan akan 
langsung terproses atau terhitung 
secara otomatis kedalam 
komputer / terminal penghitungan. 
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II.6 Kerangka Pikir 
Keberhasilan efektivitas organisasi pada umumnya dapat dilihat dari 
sejauh mana pelaksanaan suatu pekerjaan, penggunaan sumber daya, dan hasil 
akhir atau penyelesaian dari pekerjaan yang dilaksanakan. Adapun indikator atau 
kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitasnya suatu organisasi 
baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk 
mengukur / memahami permasalahan yang diteliti maka dapat digunakan 
indikator efektivitas organisasi menurut Steers yaitu : 
1. Efisiensi (Efficiency) 
Efisiensi  sebagai  kriteria  efektivitas  mengacu  pada  ukuran efisiensi itu 
sendiri dari segi penggunaan sumberdaya yang dilakukan oleh organisasi. 
Ini berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikomsumsikan oleh 
pelanggan. Agar organisasi bisa survival perlu memperhatikan efisiensi. 
Efisiensi diartikan sebagai perbandingan (rasio) antara keluaran dengan 
masukan. Ukuran efisiensi melibatkan tingkat laba, modal atau harga, biaya 
per unit, penyusutan, depresiasi, dan sebagainya.  
2. Kepuasan  (Satisfaction) 
Kepuasan sebagai kriteria efektivitas kepada keberhasilan organisasi dalam 
memenuhi kebutuhan karyawannya dalam memenuhi keuntungan yang 
optimal. Yang dimaksud optimal yaitu pencapaian tujuan yang diselaraskan 
dengan kondisi organisasi demi kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, 
diperlukan kemampuan adaptasi. 
3. Adaptasi (Adaptiveness) 
Kemampuan adaptasi sebagai kriterian efektivitas mengacu kepada 
tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. 
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Kemampuan adaptasi ini sifatnya lebih abstrak dibanding dengan masalah 
yang lain seperti produksi, keunangan, efisiensi, dan sebagainya. Untuk 
mendukung keberhasilan implementasi perubahan, paling tidak perlu didasari 
bahwa harus ada ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini. Dengan adanya 
perubahan diharapkan organisasi bisa berkembang. 
Ringkasnya, untuk mencapai efektivitas terdapat 3 indikator yang perlu 
diperhatikan. Sebagaimana digambarkan pada kerangka pikir dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Kerangka Pikir 
Penerapan E-Voting 
Pemilihan Kepala Desa 
di Desa Pa’jukukang 
Kecamatan Pa’jukukang 
Kabupaten Bantaeng 
3 Indikator untuk mengukur 
Efektivitas Organisasi, 
Menurut Steers (dalam 
Sutrisno 2010:149) : 
1. Efisiensi (Efficiency) 
2. Kepuasan 
(Satisfaction) 
3. Adaptasi 
(Adaptiveness) 
 
Efektivitas Penerapan e-Voting 
menggunakan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
  Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang 
valid dalam penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yaitu rasional, empiris 
dan sistematis. Maka dari itu, untuk mendapatkan dan menggunaan data yang 
valid dalam penelitian maka, dalam bab ini penulis akan menjelaskan metode 
yang akan digunakan dalam memperoleh data. 
III.1 Pendekatan Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana 
penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dan tepat mengenai masalah yang 
dihadapi. Penelitian ini berfokus pada sejauhmana efektivitas pemerintah dan 
masyarakat yang terlibat dalam penggunaan maupun penerapan e-Voting di 
Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 
III.2 Tipe Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang 
diteliti, serta menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan untuk memberi 
gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang 
efektifitas penerapan e-Voting di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang 
Kabupaten Bantaeng. 
47 
 
III.3 Unit Analisis 
 Unit analisis dalam penelitian ini adalah Masyarakat, yakni masyarakat 
Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng dimana 
berfokus pada masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau 
penerapan e-Voting. Penentuan unit analisis ini untuk mengetahui sejauhmana 
efektivitas penerapan e-Voting di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang 
Kabupaten Bantaeng. 
III.4 Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, 
agar tidak terjadi kesalahan terhadap data yang akan diperoleh. Untuk 
memberikan pemahaman dan juga penggambaran terhadap penelitian ini maka, 
peneliti akan menjelaskan fokus dan tujuan yang akan dipakai dalam penelitian 
tersebut. 
Electronic voting adalah suatu pemungutan suara dan penghitungan 
suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan 
dari electronic voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan 
biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem 
yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. 
 Untuk mengukur sejauhmana tingkat efektivitas penerapan e-Voting di 
Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, maka penulis 
menggunakan pengukuran efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Richard 
Steer dimana terdapat 3 indikator yang digunakan yaitu : 
 
48 
 
1. Efisiensi (Efficiency) 
Efisiensi yang peneliti maksud adalah segala pelayanan dan pelaksanaan 
yang dilakukan dengan menggunakan electronic voting dalam pemilihan 
kepala desa bisa tepat waktu dan dapat menghemat biaya dibandingkan 
dengan jika dilakukan secara manual.  
2. Kepuasan  (Satisfaction) 
Kepuasan yang peneliti maksud adalah sejauhmana masyarakat sudah puas 
dengan di terapkannya electronic voting dalam pemilihan kepala desa. 
3. Adaptasi (Adaptiveness) 
Adaptasi yang peneliti maksud adalah bagaimana masyarakat tanggap dan 
mampu menyesuaikan diriakan terjadinya perubahan dalam pemilihan yang 
sebelumnya dilakukan secara manual tapi berubah menjadi berbasis 
elektronik. 
III.5 Informan 
       Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lokasi penelitian tentang 
bagaimana efektifitas penerapan e-Voting di Desa Pa’jukukang Kecamatan 
Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, meliputi : 
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa 
Kabupaten Bantaeng 
2. Kepala Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pa’jukukang 
3. Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang 
4. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa 
Pa’jukukang 
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5. Tenaga Teknis Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang 
6. Masyarakat 
III.6 Jenis dan Sumber Data 
       Jenis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Dimana 
menurut Lofland dan Lofland (2007:157)  yang dikutip oleh Prof.DR. Lexy 
J.Moleong,M.A dalam bukunya metode penelitian kualitatif mengatakan bahwa 
sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data 
hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu: 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui 
hasil wawancara dan observasi dengan informan yang dianggap dapat 
memberikan informasi yang relevan dilapangan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
objek penelitian. Dapat juga diartikan sebagai data pendukung atau 
dokumen yang dapat digunakan sebagai pelengkap yang terdapat pada 
lokasi penelitian. 
III.7 Teknik Pengumpulan data 
       Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan 
data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti 
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 
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1. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan 
wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba yang dikutip Lexi 
J.Moleong (2007:186), antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, 
kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-
lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai 
yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai 
yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 
memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari 
orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan 
memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang 
dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 
2. Observasi 
Observasi yakni suatu cara untuk memperoleh data melalui pengamatan 
langsung di lokasi penelitian guna melihat dan mengetahui secara pasti 
mengenai efektivitas penerapan e-Voting di Desa Pa’jukukang. 
3. Dokumentasi 
 
Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data  mengkaji dokumen-
dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang 
berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. 
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III.8 Teknik Analisis Data 
       Analisis data penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 
dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan 
penarikan kesimpulan. Menurut Matthew Miles dan Michael Huberman (dalam 
Analisis Data Kualitatif) bahwa analisis dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara 
bersamaan yaitu :reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi. 
1. Reduksi Data 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ―kasar‖ yang 
muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana kita ketahui, 
reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi 
kualitatif berlangsung. 
2. Penyajian Data 
Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami 
membatasi suatu ―penyajian‖ sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 
member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 
Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 
verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif 
mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, dan 
proposisi.  
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Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang 
berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara 
berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susun menyusul. 
Namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan. 
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BAB IV 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
IV.1 Letak Geografis Desa Pa’jukukang 
Secara administratif Desa Pa’jukukang terletak di Kecamatan 
Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pajukukang 
adalah salah satu desa dari Sepuluh (10) desa yang ada di wilayah Kecamatan 
Pa’jukukang yang berjarak ± 12 km dari ibukota Kabupaten Bantaeng dan ± 1 km 
dari Ibukota Kecamatan Pa’jukukang. Luas Desa Pa’jukukang yaitu ± 5,85 km2. 
Desa Pajukukang terbagi menjadi delapan wilayah dusun, Wilayah Desa 
Pa’jukukang terdiri dari 8 Dusun, yakni : 
1. Dusun Birea 
2. Dusun Kampalayya 
3. Dusun Bakarayya 
4. Dusun Pa’jukukang 
5. Dusun Bonto Masunggu 
6. Dusun Bonto Manakku 
7. Dusun Sunggumanai 
8. Dusun Bungayya 
Dimana empat dusun terdapat diwilayah pesisir yaitu Dusun Birea, Dusun 
Kampalaya, Dusun Bakarayya dan Dusun Pa’jukukang. Secara geografis Desa 
Pa’jukukang memiliki batas-batas wialayah yaitu : 
1. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Nipa-nipa 
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Borongloe 
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores 
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4. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Nipa-nipa dan Desa Tombolo. 
Berdasarkan data yang diperoleh sampai pada bulan desember tahun 
2011 jumlah penduduk Desa Pa’jukukang sebanyak 4.516 Jiwa yang terdiri dari 
2.240 jiwa penduduk laki-laki dan 2.276 jiwa penduduk perempuan. Seluruh 
warga Desa Pa’jukukang Bergama Islam. Warga Desa Pa’jukukang mayoritas 
berasal dari suku Makassar dan sebagian kecilnya berasal dari suku bugis dan 
jawa. 
Mayoritas masyarakat Desa Pa’jukukang berprofesi sebagai Petani (Padi 
dan jagung) dan Petani rumput Laut. Dengan letaknya di wilayah pesisir 
menyebabkan desa Pa’jukukang memiliki potensi yang ganda yaitu potensi yang 
berasal dari laut dan darat. Potensi yang dapat dikembangkan melalui laut yaitu 
budidaya rumput laut.  
Berikut merupakan tabel jenis dan jumlah matapencarian dari warga Desa 
Pa’jukukang. 
Tabel 4.1. Jenis mata pencaharian warga Desa Pa’jukukang 
NO Jenis Mata pencaharian Jumlah Presentasi (%) 
1 Petani 576 58.01 
2 Petani Rumput Laut 150 15.11 
3 PNS 100 10.07 
4 Pedagang 78 7.85 
5 Buruh 41 4.13 
6 Nelayan 21 2.11 
7 Pagade-gade 11 1.11 
8 Sopir 6 0.60 
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9 Tukang Becak 5 0.50 
10 Pegawai Honorer 3 0.30 
11 Polri 2 0.20 
Sumber: Arsip Kantor Desa Pa’jukukang 
IV.2 Struktur Organisasi Penyelenggara 
Organisasi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan 
berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut : 
1. Ketua 
2. Wakil Ketua 
3. Sekretaris 
4. Bendahara, dan 
5. Anggota serta unsur lain apabila diperlukan. 
 Panitia pemilihan dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
dan terdiri dari Perangkat Desa serta tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan 
keputusan BPD untuk menyiapkan dan melaksanakan proses pencalonan dan 
pemilihan kepala desa. 
 Sesuai peraturan, para anggota panitia diatas direkrut dari masyarakat di 
daerah setempat. Diharapkan para panitia minimal memiliki pengetahuan dan 
wawasan mengenai peluang serta tantangan dalam memanfaatkan TIK 
khususnya sistem pemungutan suara secara elektronik. Untuk itu dibutuhkan 
pembekalan khusus kepada panitia pemilihan terkait hal ini. 
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IV.3  Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
       Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi dalam Pemilihan Kepala Desa yaknii 
: 
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan dan bukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. 
BPD  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dimaksud  ayat  (2) dan ayat 
(3)  pasal  109  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 5 Tahun 2015, 
menyelenggarakan fungsi dan wewenang: 
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa; 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; 
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa; 
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; 
e. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 
f. Menyusun tata tertib BPD. 
 
2. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa 
a. Melakukan penjaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang 
tumbuh dalam masyarakat; 
b. Menerima pendaftaran bakal calon dan kelengkapan persyaratan 
administrasinya; 
c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala 
Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku; 
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d. Menetapkan dan mengumumkan bakal calon Kepala Desa yang 
memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti proses 
selanjutnya; 
e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan 
berdasarkan tahapan pelaksanaan; 
f. Melaksanakan ujian saringan bakal calon bersama Tim Fasilitasi; 
g. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih; 
h. Mengajukan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD; 
i. Menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak 
dipilih; 
j. Melaksanakan pemaparan visi misi Calon Kepala Desa; 
k. Melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa; 
l. Menetapkan daftar pemilih tetap; 
m. Menetapkan tata tertib kampanye; 
n. Melaksanakan Pemungutan Suara; 
o. Membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai 
dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD; 
p. Menyampaikan berita acara pemilihan dan laporan pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa kepada BPD; 
q. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada 
BPD. 
 
       Tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam kepanitiaan 
dirumuskan dan ditetapkan oleh panitia melalui keputusan Ketua Panitia 
Pemilihan Kepala Desa. Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan atau tidak 
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dapat melaksanakan tugasnya dapat diganti BPD atas usul Ketua Panitia 
Pemilihan. 
3. Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah : 
a. Memperlakukan para calon secara adil dan setara; 
b. Melaksanakan dan memonitoring serta mengendalikan semua 
tahapan pemilihan kepala desa secara tepat waktu; 
c. Menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan 
pemilihan termasuk hasil pemilihan kepala desa; 
d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan 
pembahasan tentang penerapan electronic voting dalam pemilihan kepala desa 
di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Dalam 
penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi dan 
wawancara dengan informan-informan terpilih yang berisi jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan penelitian. 
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  efektivitas 
penerapan  electronic voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Pa’jukukang  
dan  faktor-faktor  yang  mendukung  dan menghambat  penerapan  electronic 
voting di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, maka 
peneliti melakukan wawancara  mendalam  terhadap  informan  yang  terpilih  
terkait  penerapan  electronic voting  yaitu,  Kepala  BPM & Pemdes Kabupaten 
Bantaeng, Kepala BPD Desa Pa’jukukang,  Ketua Panitia Pemilihan Kepala 
Desa,  Tenaga Teknis Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang, dan 
Masyarakat pemilih.   
V.1 Jenis Informasi Perangkat dalam Pemilihan Kepala Desa 
1) DRE (Direct Record E-Voting) 
Saat ini beberapa teknologi dapat dan telah digunakan dalam mendukung 
proses pemungutan suara secara elektronik. Diantara teknologi tersebut 
yang banyak digunakan adalah teknologi Direct Recording 
Electronic(DRE), yang merekam pilihan pemilih secara langsung. 
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Termasuk dalam perangkat DRE ini antara lain, komputer dengan layar 
sentuh, sistem embedded (komputer yang khusus dipersiapkan untuk e-
voting), dan pemungutan suara secara online dengan menggunakan 
internet voting. Pada pembahasan perangkat e-Voting khususnya akan 
membahas terkait perangkat jenis DRE yang ditempatkan di setiap lokasi 
pemungutan suara (TPS). Pemungutan suara secara online untuk saat ini 
belum menjadi pilihan teknologi dalam mendukung proses pemilihan 
kepala desa, karena ketergantungan yang sangat tinggi terhadap jaringan 
komunikasi data. 
Kebutuhan perangkat lunak untuk perangkat e-Voting yang berbasis DRE 
(Direct Recording Electronic), dapat dibagi berdasarkan fungsinya 
sebagai berikut : 
a. Sistem Operasi (Operating System) merupakan kumpulan perangkat 
lunak yang berfungsi untuk mengatur operasi komputer, mengendalikan 
penjadualan pelaksanaan program lain, serta mengelola input / output, 
penyimpanan data, dan mengelola sumber daya komunikasi. 
b. Aplikasi e-Voting berfungsi sebagai sarana bagi pemilih dalam 
memberikan suaranya, dan dilengkapi dengan kebutuhan untuk 
pengamanan data, penghitungan suara secara elektronik, penayangan 
serta pengiriman hasil perolehan sementara. 
c. Berikut adalah spesifikasi perangkat lunak e-Voting yang dibutuhkan 
dalam mendukung proses pemungutan suara secara elektronik. 
1. Aplikasi e-Voting harus legal dan dapat diaudit 
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2. Memiliki tata letak tampilan yang mudah dan dapat dipahami, 
menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat dilihat oleh pemilih secara 
jelas, akurat, serta tidak melanggar asas Luber-Jurdil; 
3. Memiliki mekanisme untuk mengkofigurasi aplikasi e-voting sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku; 
4. Perangkat aplikasi harus dilengkapi dengan fasilitas real time clock ( 
jam penunjuk waktu real time ) yang secara tepat dalam menunjukkan 
waktu secara benar dan sesuai dengan waktu setempat; 
5. Memiliki mekanisme untuk membuka dan menutup proses 
pemungutan suara, yang diamankan dengan sistem pengaman 
elektronik dan hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang 
dengan menggunakan kartu elektronik dan atau PIN; 
6. Memiliki mekanisme untuk dapat memverifikasi bahwa kotak suara 
elektronik dalam kondisi kosong ketika pembukaan proses 
pemungutan suara dilakukan. Hasil verifikasi dapat dicetak dan 
ditandatangani oelh panitia dan para saksi yang telah ditentukan; 
7. Jika pemberian suara oleh pemilih diaktivasi dengan menggunakan 
kartu elektronis 
a. Perangkat harus mampu melakukan keabsahan kartu aktivasi 
yang dipergunakan oleh pemilih; 
b. Setelah pemilih menentukan pilihan akhir, perangkat harus 
mampu merubah status kartu aktivasi menjadi telah digunakan. 
Kartu pemilih dengan status telah digunakan tidak dapat lagi 
dipergunakan untuk aktivasi pemungutan suara; 
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8. Dapat menjalankan fungsi pemungutan suara secara elektronik 
seperti: 
a. Menampilkan kandidat pilihan secara jelas, setara dan akurat 
sesuai dengan nomor urut kandidat; 
b. Mengkonfirmasi/menegaskan kepada pemilih atas pilihannya dan 
member kesempatan kepada pemilih untuk mengubah pilihannya; 
c. Setelah ditegaskan oelh pemilih, perangkat mampu merekam, 
mengamankan, dan merahasiakan data pilihan pemilih; 
d. Meniadakan peluang pemilih untuk dapat memberikan suaranya 
lebih dari sekali dalam setiap jenis pemilihan; 
e. Dapat menyimpan secara akurat data pilihan yang telah diberikan 
pemilih ke dalam database yang difungsikan sebagai kotak suara 
elektronik; 
f. Jika tidak melakukan pilihan terhadap salah satu kandidat 
(abstain) dapat dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, maka 
aplikasi harus menyediakan fasilitas tersebut, dengan tidak 
mempermudah dan tidak mengurangi hak-hak para kandidat untuk 
dapat memilih 
g. Dapat mencetak kertas audit berisi bukti pilihan pemilih secara 
jelas, akurat dan benar untuk dilihat, serta diverifikasi oleh pemilih 
dan selanjutnya dimasukkan ke kotak audit, baik secara manual 
oleh pemilih ataupun secara otomatis oleh perangkat; 
h. Bukti pilihan pemilih harus dilengkapi dengan tanda tangan 
elektronik sehingga dapat dijamin keasliannya; 
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i. Dapat merekapitulasi suara pemilih secara akurat di akhir proses 
pemungutan suara; 
j. Dapat mencetak hasil rekapitulasi suara yang berisi informasi 
nama kandidat, jumlah suara yang diperoleh tiap kandidat, serta 
ruang pengesahan hasil rekapitulasi oleh petugas dan saksi-saksi 
yang telah ditemukan; 
k. Dapat menayangkan hasil pemungutan suara elektronik. 
 
V.1.1 Perangkat Aplikasi Electronic Voting 
Perangkat lunak aplikasi yang dipergunakan pada pemilihan kepala desa 
dengan menggunakan e-Voting adalah perangkat lunak hasil pengembangan 
dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT melalui Program Sistem 
Elektronik. Dalam proses e-Voting ini telah diimplementasikan 2 jenis perangkat 
lunak yang berbeda dalam hal cara penampilan kertas suara elektronik. Dua 
jenis perangkat ini adalah : 
1. Perangkat lunak dengan aktivasi menggunakan tombol 
2. Perangkat lunak dengan aktivasi menggunakan smartcard (kartu 
pintar) 
Kedua jenis perangkat lunak yang dipergunakan pada prinsipnya memiliki 
fitur-fitur yang sama, perbedaannya hanya terletak pada mode aktivasi sistem 
yang selanjutnya menampilkan surat suara elektronik. Jika aktivasi 
menggunakan smartcard, maka pemilih akan diberikan smartcard untuk dapat 
digunakan dalam melakukan aktivasi menampilkan surat suara elektronik. 
Sedangkan untuk aktivasi menggunakan tombol, pada saat pemilih di bilik suara, 
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petugas akan menekan tombol aktivasi yang berasal dari input keyboard dan 
perangkat e-Voting akan menampilkan pilihan calon dalam surat suara elektronik. 
Berikut adalah tampilan depan aplikasi e-Voting dan penjelasan fitur-fitur 
yang tersedia pada aplikasi tersebut : 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.1 Tampilan Aplikasi e-Voting 
1) Hapus Database 
Menu “Hapus Database” berfungsi untuk mereset basis data pemungutan 
suara, sehingga perolehan semua kandidat di awal pemungutan adala 0. 
Jika perangkat pernah dipakai untuk proses pemungutan dan basis data 
tidak di reset maka perolehan suara kandidat akan menampilkan hasil 
pemungutan sebelumnya, dan mengakibatkan pemilihan pada saat itu 
menjadi tidak sah.  Jika dijalankan menu Hapus Database maka perolehan 
semua kandidat akan direset menjadi 0. Aplikasi akan memberikan 
konfirmasi terlebih dahulu apakah benar akan menghapus basis data, untuk 
menghindari dari kesalahan tekan tombol, Karena setelah direset maka basis 
data hasil pemungutan tidak akan dapat dikembalikan ke kondisi 
sebelumnya. 
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2) Lihat Hasil dan Cetak Berita Acara Pembukaan 
Menu “Lihat Hasil” digunakan oleh petugas untuk mengecek jumlah 
suara/hasil penghitungan suara. Terdapat 2 (dua) tombol navigasi pada 
halaman ini, diantaranya “OK” untuk kembali ke menu utama, dan “CETAK” 
untuk mencetak berita acara pembukaan yang menyatakan bahwa saat 
pembukaan hasil perolehan suara dari semua kandidat adalah 0. 
3) Buka Pemungutan 
Digunakan oleh petugas untuk membuka proses pemungutan suara. Menu 
buka pemungutan akan aktif ketika petugas berhasil melakukan proses login 
pada halaman utama aplikasi, dan menu ini tidak berfungsi lagi ketika semua 
pemilih telah melakukan proses pemungutan suara. Untuk memulai proses 
pemungutan suara, petugas dapat menekan tombol “MULAI SESI” untuk 
memulai proses pemungutan suara. 
Setelah sesi pemungutan suara dibuka oleh petugas dengan menekan 
tombol “MULAI SESI” maka sistem akan berada dalam kondisi siap untuk 
menampilkan kertas suara elektronik dan siap menampung pilihan suara 
pemilih. Cara aktivasi tampilan surat suara elektronik disesuaikan dengan 
jenis aplikasi e-Voting yang diimplementasikan. 
Jika aktivasi menggunakan smartcard, maka pemiliha dapat memasukkan 
smartcard yang telah terisi dengan v-Token dan aplikasi akan melakukan 
verifikasi keabsahan v-Token, jika benar maka aplikasi akan menampilkan 
kertas suara elektronik yang berisikan foto para calon atau kandidat. 
Sedangkan jika aktivasi menggunakan tombol, maka petugas yang bertugas 
akan melakukan aktivasi dengan menekan tombol keyboard untuk 
menampilkan kertas suara elektronik. Dalam hal ini petugas akan melakukan 
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tugasnya dari luar bilik suara, sehingga tidak menggangu proses pemilihan di 
bilik suara. 
4) Proses Pemilihan Kandidat 
Setelah kartu suara elektronik yang berisikan pilihan calon kandidat dalam 
pemilihan ditampilkan dilayar komputer, pemilih dapat melakukan proses 
penentuan pilihan dengan cara menekan/menyentuh foto calon kandidat 
yang dipilih. Setelah itu aplikasi akan menampilkan tampilan konfirmasi untuk 
meyakinkan pemilih benar dan tidak melakukan kesalahan dengan pilihan 
yang telah dilakukannya. Jika pemilih berkeinginan untuk merubah pilihan, 
maka aplikasi akan menampilkan kembali surat suara elektronik. 
Jika pemilih telah melakukan konfirmasi, maka aplikasi akan menyimpan 
pilihan pemilih dan akan mencetak lembar kertas audit yang berisikan pilihan 
pemilih. Kemudian lembar kertas audit akan dimasukkan oleh pemilih ke 
kotak audit. 
Fungsi dari lembar kertas audit ini adalah untuk kebutuhan pelaksanaan 
audit terhadap perangkat e-Voting dan hasil e-Voting secara keseluruhan. Jika 
dibutuhkan kotak audit dapat dibuka dan dilakukan penghitungan secara manual 
untuk dilihat kesesuaiannya dengan penghitungan melalui secara elektronik. 
Untuk itu sangat penting bagi petugas untuk memastikan bahwa pemilih 
memasukkan kertas audit yang tercetak ke kotak audit. Jika terlewat maka hasil 
penghitungan secara manual dan elektronik akan dapat berbeda. 
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Gambar 5.2 Contoh tampilan surat suara elektronik di Pilkades Taba Renah 
 
5) Tutup Pemilihan 
Untuk menutup pemungutan suara tekan tombol “TUTUP PEMUNGUTAN”, 
maka sistem akan menampilkan halaman konfirmasi, apakah benar ingin 
menutup proses pemungutan karena jika sudah ditutup, sistem tidak dapat 
digunakan untuk menerima pemungutan suara lagi. 
6) Penghitungan Suara 
Proses penghitungan suara dapat dilakukan oleh petugas setelah melakukan 
penutupan pemungutan suara. Penghitungan dapat dilakukan dengan 
menekan menu “LIHAT HASIL”, maka akan ditampilkan hasil perolehan 
suara dari masing-masing kandidat. Hasil perolehan suara dapat dicetak 
sebagai Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dengan ditandatangani oleh 
petugas dan para saksi di TPS yang bersangkutan. 
 Untuk  lebih  jelasnya  berikut  alat yang digunakan dalam Pemilihan 
Kepala Desa di Desa Pa’jukukang ; 
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Gambar 5.3 Komputer All in One and SmartCard 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Gambar 5.4 Printer POS 
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Gambar 5.5 Kotak Audit 
 
V.2 Efektivitas Penerapan Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa 
di Desa Pa’jukukang 
  Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari penerapan electronic 
voting dalam pemilihan desa di Desa Pa’jukukang ini, peneliti menggunakan 
indikator pengukuran efektivitas menurut Richard Steers untuk lebih 
memudahkan dalam memahami berbagai permasalahan yang terjadi di lokasi 
penelitian. Indikator pengukuran efektivitas menurut Steers yaitu Efisiensi, 
Kepuasan, dan Adaptasi. 
1. Gambaran Umum Penerapan Electronic Voting dalam Pemilihan 
Kepala Desa di Desa Pa’jukukang 
Sesuai amanat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2004 dimana 
pemerintah daerah diminta membuat Peraturan Daerah tentang Desa, maka 
Kabupaten Bantaeng mewujudkan ini sekaligus melengkapi dengan Peraturan 
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Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menjelaskan 
prosedur pemilihan kepala desa dengan Electronic Voting. Keduanya disahkan 
DPRD awal 2015. Dan kedua legalitas ini dijadikan sebagai landasan hukum 
pelaksanaan pemilihan kepala desa secara electronic diseluruh 46 desa di 
Kabupaten Bantaeng dalam 3 (tiga) gelombang, yaitu 9 Desa, 25 Desa, dan 12 
Desa. 
Pengadaan peralatan pendukung sebagaimana spesifikasi yang 
disarankan oleh BPPT diadakan oleh bidang Pemerintahan Desa sebanyak 23 
Unit. Selanjutnya BPPT membantu penyiapan aplikasinya serta manajemen 
keamanan yang disesuaikan dengan perangkat yang digunakan. 
Membentuk organisasi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang 
terdiri dari Panitia Kabupaten, Tenaga Pendamping dan Tenaga Teknis yang 
diatur dengan Keputusan Bupati; Tenaga Pendamping merupakan unsure 
perguruan tinggi lokal dalam ini adalah Universitas Hasanuddin Makassar, dan 
mengkoordinasikan tenaga teknis Bantaeng. 
Mengadakan pelatihan dan Sertifikasi kepada Tenaga Teknis e-Voting 
Bantaeng. Selanjutnya Tenaga Teknis memberikan pelatihan kepada Panitia 
Desa yang telah Ditetapkan oleh BPD. Penyusunan Prosedur Tetap Pemilihan 
Kepala Desa yang menggunakan sistem Berbasis Teknologi Informasi (e-Voting) 
yaitu DRE (Direct Recording Electronic) Layar Sentuh (Touch Screen). 
       Pemungutan suara secara elektronik (e-Voting) dalam pemilihan umum pada 
saat ini merupakan pilihan yang inovatif dan sangat penting dalam melaksanakan 
salah satu pilar demokrasi yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan 
kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin. Dengan peran desa yang semakin 
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menantang dan menjanjikan dan dipimpin oleh kepala desa yang wajib 
mengembangkan demokrasi desa, maka pemilihan kepala desa dengan e-Voting 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan menghasilkan Kepala 
Desa sesuai pilihan masyarakat. 
 Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bantaeng ; 
 “Dasar Pelaksanaan e-Voting yaitu adanya Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bantaeng 
Nomor 15 Tahun 2015, dan Surat Keputusan Bupati Bantaeng. 
Pelaksanaan e-Voting ini juga bekerjasama dengan Universitas 
Hasanuddin yang bertugas mengkaji dampak-dampak sebelum dan 
sesudah pelaksanaan e-Voting. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten 
Bantaeng dilakasanakan bergelombang selama 3 (tiga) kali dalam 
jangka waktu 6 (enam) tahun. Gelombang 1 (pertama) dilaksanakan 
pada Tahun 2015 terdiri dari 9 Desa termasuk Desa Pa’jukukang, 
gelombang II (kedua) dilaksanakan pada tahun 2017 terdiri 25 Desa, 
dan gelombang III (ketiga) dilaksanakan pada Tahun 2019 terdiri 12 
Desa”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2015) 
 Hal lainnya diungkapkan oleh Kepala BPD di Desa Pa’jukukang ; 
 ―pemilihan e-Voting dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2015 
atas dasar Keputusan Bupati Bantaeng yang telah disepakati. Program 
e-Voting ini juga sangat bagus karena baru dilaksanakan pada tahun 
2015 ini dan cara pemilihannya menggunakan sistem elektronik yang 
memudahkan masyarakat dalam proses pemilihan Kepala Desa”. 
 
2. Efisiensi 
 Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, efisiensi ini 
berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsikan oleh 
pelanggan. Efisiensi juga diartikan sebagai perbandingan (rasio) antara keluaran 
dengan masukan. 
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 Efisiensi yang peneliti maksud adalah segala pelayanan dan 
pelaksanaan yang dilakukan dengan menggunakan electronic voting dalam 
pemilihan kepala desa bisa tepat waktu dan dapat menghemat biaya 
dibandingkan dengan jika dilakukan secara manual. Berikut adalah hasil 
wawancara peneliti dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & 
Pemerintah Desa Kabupaten Bantaeng : 
“terkait dengan anggaran, diawal pelaksanaan e-Voting pemerintah 
mengeluarkan biaya yang cukup banyak dalam hal pembelian perangkat 
yang akan digunakan dalam e-Voting. Karena e-Voting tersebut baru 
dilaksanakan pertama kali di Kabupaten Bantaeng. Namun, perangkat 
yang sudah di beli tersebut bisa dipakai dalam pemilihan kepala desa 
berikutnya, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya lagi 
untuk menyiapkan alat yang digunakan. Namun dapat dikatakan hemat 
dengan menggunakan e-voting karena pada saat manual kami harus 
mengeluarkan biaya yang cukup mahal dalam pembelian atau 
pencetakan kertas suara. Kalau penghematan waktu, lebih cepat selesai 
menggunakan e-Voting dibandingkan menggunakan manual. Karena, 
hasilnya langsung terinput di komputer panitia, hasilnya akurat dan cara 
pakainya pun cukup ditekan saja‖ 
(Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2015 pukul 14.35) 
  Hal serupa pun di sampaikan oleh JM salah satu masyarakat yang ikut 
dalam pemilihan : 
―bagus menggunakan e-Voting ini, karena beda dengan pemilihan 
sebelumnya yang memakan waktu yang cukup lama dalam pemilihan, 
banyak juga kecurangan , dan hasilnya pun terkadang tidak akurat 
harus dihitung dua kali. Kalau menggunakan e-voting lebih cepat karena 
hanya tekan dua kali langsung selesai dan hasilnya langsung terhitung 
otomatis jadi tidak ada kecurangan‖. 
(Hasil wawancara pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 20.30) 
 Hal lainnya diungkapkan oleh Ketua Panitia Pilkades Pa’jukukang : 
―sangat bagus menggunakan e-voting daripada manual karena lebih 
memudahkan perhitungan, hasilnya lebih akurat, dan cepat. Hanya 5 
menit hasilnya langsung terinput. Dan pelaksanaan e-voting kemarin 
selesai semua pada jam 4 sore. Kalau manual kami harus menghitung 
berulang dan harus teliti dalam melihat kertas suara dan seringkali 
terjadi perdebatan antara panitia, saksi, dan warga mengenai sahnya 
pencoblosan di surat suara dan selesainya pun sampai tengah malam 
karena warga kami yang memilih sekitar 3000 pemilih” 
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―Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan 
pemungutan suara secara elektronik atau e-voting dapat menekan 
anggaran pelaksanaan kepala daerah (pilkada) sehingga lebih efisien. 
Pelaksanaan e-voting ini sangat baik karena lebih mengefisiensi 
anggaran pilkada bukan hanya di Bantaeng, tetapi di daerah lain juga. e-
Voting juga sangat efisien dalam hal anggaran pilkada, terutama terkait 
logistik berupa surat suara. Selain juga dapat mengurangi terjadinya 
kecurangan terkait perolehan suara masing-masing calon yang 
bertarung dalam pilkada ―(dikutip dari antarasultra.com) 
 
―Menurut Prof Dr. Idrus Paturusi mengatakan penerapan dengan 
menggunakan e-voting sangat efektif, efisien dan hasilnya lebih akurat. 
Jika dilihat dari segi waktu yang dibutuhkan dalam proses penyaluran 
hak pilih, perbandingan antara cara manual dan e-voting bisa mencapai 
1:5. Bila dihitung kecepatan waktu satu orang pakai manual, maka 
dengan penggunaan waktu yang sama dengan e-voting bisa lima orang. 
Selain itu, e-voting juga mampu mengurangi anggaran logistik pilkada 
yang selama ini menyedot anggaran paling besar. Tidak hanya itu, data 
e-voting langsung dapat diinput dengan tingkat akurasi mencapai 99 
persen”. (dikutip dari antarasultra.com)  
 Berdasarkan hasil wawancara dan data yang di dapatkan peneliti dapat 
disimpulkan bahwa kelebihan dan kekurangan pemilihan kepala desa dengan 
menggunakan pemilihan manual dan electronic voting ialah jika menggunakan 
proses manual anggaran yang dikeluarkan pemerintah cukup besar yang 
digunakan untuk proses pencetakan kertas suara, distribusi kertas suara, dan 
lain-lain. Jika menggunakan electronic voting  pemerintah hanya mengeluarkan 
anggaran yang besar diawal pelaksanaannya, karena perangkat ataupun alat 
yang sudah dibeli bisa digunakan dalam pemilihan kepala desa selanjutnya.  
 Dari segi waktu pelaksanaan, pemilihan menggunakan e-voting lebih 
efisien dan efektif dibandingkan dengan manual. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
wawancara dan data yang di dapatkan peneliti dikatakan bahwa pemilihan 
menggunakan e-voting lebih cepat proses pemilihan maupun penghitungan 
suara dibandingkan dengan menggunakan manual yang memakan waktu yang 
cukup lama dalam proses penghitungan suara. 
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 Jadi, jika dinilai dari tingkat efisiensinya dapat disimpulkan bahwa 
penerapan electronic voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Pa’jukukang 
sudah efisien dalam segi penerapan maupun pelaksanaannya. 
3. Kepuasan 
 Kepuasan dapat diartikan seberapa jauh organisasi dapat memenuhi 
kebutuhan para karyawannya, sehingga mereka merasakan kepuasan dalam 
bekerja. Ukuran  kepuasan  meliputi  sikap  karyawan, penggantian  karyawan,  
kelambanan, keluhan, dan sebagainya. 
 Kepuasan yang peneliti maksud adalah sejauhmana masyarakat sudah 
puas dengan di terapkannya electronic voting dalam pemilihan kepala desa. 
Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyarakat & Pemerintah Desa Kabupaten Bantaeng : 
―menurut saya tanggapan masyarakat cukup baik, karena masyarakat 
baru pertama kali memilih dengan menggunakan elektronik. Kalau 
keluhan sejauh ini masih wajar saja dan bisa di atasi. Hanya satu dua 
orang yang mengeluh dengan komputer yang cepat panas dan langsung 
macet. Namun hal itu biasa terjadi namanya saja baru di coba pertama 
kali‖ 
(Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2015) 
 Hal serupa pun disampaikan oleh SN salah satu tenaga teknis yang 
ditempatkan di Desa Pa’jukukang : 
―Keluhan yang terjadi dalam proses pemilihan yaitu setiap 400 pemilih 
alat akan macet. Namun bagi saya hal itu tidak jadi masalah karena 
kalau alat macet seluruh hasil pemilihan tidak akan hilang. Karena 
semua sudah langsung tersimpan di data base komputer yang 
disediakan untuk panitia”. 
 
  Hal lainnya pun disampaikan oleh AN salah satu masyarakat dari dusun 
pa’jukukang Desa Pa’jukukang : 
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―program electronic voting ini memang baru dilaksanakan kali ini dalam 
pilkades, saya merasa sangat puas dengan adanya program ini karena 
cara pemilihannya yang cepat tidak perlu menunggu waktu lama untuk 
melihat hasilnya. Kalau menggunakan manual kemarin, kami cukup 
lama antri menunggu karena harus menunggu warga yang akan 
mencoblos di dalam bilik. Apalagi dengan kertas suara yang besar, dan 
dilipat lagi. Kalau seumuran kami ya cepat saja melakukannya, kalau 
orang tua yang diatas umur 50 tahun pasti lama buka kertas suara. Itu 
yg mengakibatkan lama di antrian. Kami senang dan sangat puas 
dengan menggunakan e-voting kemarin kami memilih tinggal tekan saja, 
tidak perlu waktu lama dan untuk lansia pun tidak sulit lagi dalam 
memilih ‖. 
Hasil wawancara pada tanggal 26 Desember 2015) 
 Berdasarkan hasil wawancara dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan 
bahwa penerapan electronic voting di Desa Pa’jukukang sudah dapat di 
kategorikan cukup puas untuk diterapkan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara 
yang dilakukan dari pihak pemerintah, tenaga teknis, maupun masyarakat 
mengatakan dengan menggunakan electronic voting pemilihan berjalan cukup 
cepat dibandingkan menggunakan manual, meskipun beberapa kali terkendala 
dengan alat yang mudah panas dan mengakibatkan sistem langsung error 
namun kendala tersebut langsung cepat diatasi oleh pihak tenaga teknis yang 
berjaga dilokasi pemilihan. Masyarakat juga mengatakan dengan menggunakan 
manual pemilihan berjalan cukup lama, karena dengan surat suara yang besar 
mengakibatkan lambatnya dalam memilih. 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka penelitii 
menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Pa’jukukang cukup puas dengan 
diterapkannya electronic voting dalam pemilihan kepala desa. 
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4. Adaptasi 
  Adaptasi dapat diartikan sampai seberapa jauh organisasi mampu 
menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian 
akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. 
  Perubahan-perubahan intern seperti ketidakpuasan, ketersediaan, 
kesiapsiagaan, ketidakefisienan dan sebagainya, serta perubahan ekstern 
seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas barang, dan sebaginya yang 
merupakan adaptasi terhadap lingkungan. Berikut adalah hasil wawancara 
peneliti dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa 
Kabupaten Bantaeng : 
―sejauh ini tidak ada kendala yang begitu memberatkan kami, karena 
semua sudah dipersiapkan dengan lengkap dari pelatihan, sosialisasi, 
perangkat e-Voting, dan lain-lain sehingga para pelaksana dalam 
pemilihan kepala desa dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tata tertib yang telah disusun oleh panitia kabupaten serta prosedur 
pelaksana pemungutan suara” 
(Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2015) 
 
 Hal serupa di sampaikan oleh Ketua Panitia Pilkades Desa Pa’jukukang : 
―pelaksanaan e-Voting sudah dipersiapkan sangat cukup baik di Desa 
Pa’jukukang, dari segi kesiapan panitia dalam menghadapi pemilihan 
kepala desa dengan menggunakan elektronik juga dalam hal sosialisasi 
panitia sudah baik melakukannya dengan mendatangi tiap dusun untuk 
menjelaskan bagaimana cara menggunakan dengan memakai e-Voting 
ini‖. 
  (Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2015)  
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa penerapan electronic voting dalam pemilihan kepala desa 
di Desa Pa’jukukang sudah bisa beradaptasi dengan program pemerintah 
Indonesia yang berbasis elektronik / IT ini, karena pada umumnya panitia dan 
77 
 
masyarakat telah dibekali oleh pelatihan ataupun informasi yang dapat 
memudahkan dalam pelaksanaan. 
V.3 Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Penerapan 
Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pa’jukukang 
 Adapun faktor-faktor dibawah ini yang dipisahkan antara faktor 
pendukung dan penghambat sesuai dengan hasil penelitian yang terjadi di 
lapangan. 
1. Faktor Pendukung 
a) Perangkat Elektronik atau Infrastruktur Telekomunikasi 
 Dalam pelaksanaannya perangkat elektronik yang digunakan akan 
menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan electronic voting. 
Dengan tersedianya infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah 
akan menunjang tercapainya target atau prioritas dalam pengembangan 
electronic voting. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa Kabupaten 
Bantaeng : 
―infrastruktur dari perangkat e-Voting ini sebenarnya sudah tersedia 
cukup lengkap, namun untuk pemilihan desa selanjutnya yang lebih 
banyak, pemerintah dalam hal ini akan menambah lagi perangkat e-
Votingnya guna mencukupi perangkat dengan jumlah desa yang akan 
melaksanakan pemilihan‖. 
(Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2015) 
 Hal tersebut diatas di dukung oleh hasil pengamatan peneliti, yakni 
terdapat infrastruktur berupa 4 Bilik Suara, 4 Perangkat Komputer, 4 Printer POS, 
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dan 1 laptop yang digunakan untuk mengelola program e-Voting dalam pemilihan 
kepala desa di Desa Pa’jukukang. 
 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan tersebut diatas maka 
peneliti dapat disimpulkan bahwa infrastruktur telekomunikasi dalam penerapan 
electronic voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Pa’jukukang sudah cukup 
memadai, namun perlu juga adanya penambahan sarana yang diperlukan. 
b) Ketersediaan Dana dan Anggaran 
 Dalam menunjang pelaksanaan secara optimal dalam hal ini juga 
membutuhkan sejumlah sumber daya financial untuk membiayai selama 
proses pelaksanaan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan 
Ketua Panitia dalam pemilihan kepala desa di Desa Pa’jukukang : 
―kami dari pihak panitia tidak mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan 
pemilihan kepala desa menggunakan e-voting ini, sebab semua sudah 
dibiayai dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng. 
Sehingga kami hanya tinggal menjalankan dan melaksanakannya 
dengan sebaik-baiknya‖. 
(Hasil wawancara pada tanggal 28 Desember 2015) 
 
 Dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 tahun 2015 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Bab IV mengenai 
Pembiayaan pasal 39 disebutkan bahwa (1) Dana penyelenggaraan pemilihan 
kepala desa di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Desa 
dan tidak dibenarkan dibebankan kepada calon, (2) Dana dari Pemerintah 
Kabupaten dialokasikan dalam APBD untuk biaya administrasi, operasional 
tim/panitia kabupaten, dan peralatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, 
(3) Dana yang bersal dari Pemerintah Desa ditetapkan dalam anggaran 
pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk kebutuhan operasional panitia 
pemilihan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, (4) Biaya 
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pemilihan kepala desa dipergunakan secara efisien sejak persiapan sampai 
pelantikan, (5) Apabila penggunaan dana diluar ketentuan maka dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa dalam menerapkan program electronic voting di desa ini 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng sudah menyediakan dana dan anggaran yang 
cukup yang dapat menunjang keberhasilan dari pelaksanaan program electronic 
voting tersebut. 
2. Faktor Penghambat 
 Sumber Daya Manusia (SDM) 
 Faktor yang menghambat terhadap kesuksesan penyelenggaraan 
electronic government adalah faktor sumber daya manusia. Karena SDM-
lah yang menggerakkan sumber daya lainnya. Sebaik apapaun 
infrastruktur, tetapi jika tidak dikelola dengan baik oleh SDM yang 
berkompeten maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Berikut adalah hasil 
wawancara peneliti dengan masyarakat dari Desa Pa’jukukang : 
―menurut saya panitia masih belum bekerja maksimal, contohnya 
saja dalam hal sosialisasi ke masyarakat. Jumlah panitia dengan 
jumlah warga tidak sebanding, banyak juga warga yang tidak 
mengetahui dengan adanya sosialisasi yang diadakan panitia dan 
juga banyak orang tua yang berusia lanjut yang belum tau 
menggunakan alat tersebut.‖ 
(Hasil wawancara pada tanggal 29 Desember 2015) 
  Hal lainnya pun di ungkapkan oleh BPD desa Pa’jukukang : 
“yang menjadi kendala pada pemilihan berlangsung, menumpuknya 
antrian warga di tahap awal. Karena masih banyak warga yang 
belum tau menggunakan pemilihan dengan e-voting. Apalagi warga 
yang sudah berusia lanjut yang sama sekali tidak mengetahui 
dengan teknologi elektronik. Jadi kami dari pihak panitia harus 
mendampingi warga tersebut satu persatu kedalam bilik. Banyak 
juga warga pada saat sosialisasi yang diadakan panitia banyak 
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yang tidak datang. Sehingga itu juga yang menjadi masalah 
berikutnya” 
             (Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2015) 
  Menurut hasil observasi/pengamatan dan wawancara peneliti di 
lapangan, ditemukan bahwa jumlah panitia dengan warga yang ada masih belum 
memadai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya warga yang belum 
mengetahui tentang sosialisasi yang diadakan panitia tentang penggunaan alat 
e-voting. Dan kurangnya kerjasama dari panitia dengan pihak penjabat desa 
terkait sosialisasi yang diadakan. Waktu yang di lakukan untuk sosialisasi pun 
terbilang cukup cepat, karena sosialisasi hanya diadakan 2 kali. Dan dari pihak 
panitia pun tidak mendatangi langsung kerumah warga yang rumahnya jauh dari 
tempat sosialisasi di kantor desa Pa’jukukang.Banyak juga manula yang tidak 
mengetahui sama sekali tentang e-voting ini, sehingga menimbulkan kelambanan 
dalam proses pemilihan di TPS. 
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BAB VI 
KESIMPULAN 
 
VI.1 Kesimpulan 
 Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis telah lakukan di Desa 
Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng dalam hal pemilihan 
kepala desa dengan menggunakan Electronic Voting, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa penerapan electronic voting dalam pemilihan kepala desa di Desa 
Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng di ukur 
dengan menggunakan indikator pengukuran efektivitas menurut Richard 
Steers yaitu Efisiensi, Kepuasan, dan Adaptasi telah cukup efektif 
penerapannya. Dikatakan efisien terbukti bahwa dengan menggunakan 
electronic voting proses pemilihan akan lebih menghemat waktu dan 
biaya jika dibandingkan dengan menggunakan manual. Jika 
menggunakan manual proses penghitungan suara membutuhkan waktu 
yang cukup lama, sedangkan menggunakan electronic voting dalam hal 
pemilihan sampai proses penghitungan suara akan langsung terinput 
secara otomatis di komputer milik panitia. Biaya yang dikeluarkan 
pemerintah pun dengan menggunakan manual juga terbilang cukup besar 
karena pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dalam penyediaan 
logistik berupa surat suara. Dengan menggunakan e-votingmenunjukkan 
bahwa biaya pilkada yang diperlukan hanya mencapai 40 persen dari 
biaya pilkada secara manual. Biaya yang dikeluarkan termasuk 
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murahmenggunakan e-voting karena alat dan perangkat masih bisa 
digunakan untuk pilkades berikutnya. 
2. Dalam indikator kepuasan, masyarakat yang merasakan dari program e-
Voting ini mengaku cukup puas dengan diterapkannya electronic voting 
dalam pemilihan kepala desa saat ini. Karena dengan menggunakan e-
voting masyarakat mengaku cukup mudah dan cepat dalam memilih. 
3. Dalam indikator Adaptasi, pemerintah dalam hal ini sudah bekerja cukup 
baik dalam mempersiapkan pemilihan kepala desa dengan menggunakan 
e-Voting dari mulai pelatihan, sosialisasi, perangkat, dan lain-lain. Dari 
persiapan panitia pelaksana juga sudah cukup untuk melaksanakan 
pilkades menggunakan e-voting, terbukti dengan hasil wawancara yang 
menyebutkan bahwa panitia sudah siap dari hal sosialisasi dan lain-lain.  
Penyampaian informasi penggunaan e-Voting melalui sosialisasi sudah 
cukup baik dilakukan antara pemerintah, panitia, sampai ke masyarakat 
meskipun ada sedikit masalah dalam pelaksanaannya. 
4. Bahwa dalam mengukur efektivitas penerapan electronic voting dalam 
pemilihan kepala desa di Desa Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng 
terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat dalam 
proses pelaksanaannya. Terdapat faktor pendukung yakni Perangkat 
Elektronik atau Infrastruktur Telekomunikasi dan ketersediaan dana dan 
anggaran yang sejauh ini sudah cukup memadai dan memfasilitasi dalam 
hal pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan electronic voting. 
Adapun faktor penghambat dari penerapan electronic voting yaitu Sumber 
Daya Manusia dimana SDM yang ada masih belum tercukupi dan belum 
melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga terjadii 
83 
 
beberapa masalah. Masalah disini yaitu kurangnya jumlah panitia dan 
kerjasama dari pihak desa yang masih belum mampu menjangkau 
masyarakat yang tinggalnya jauh dari tempat sosialisasi mengenai tata 
cara penggunaan alat e-voting. Terbukti dari hasil observasi dan 
wawancara peneliti, bahwa permasalahan yang terjadi dalam pemilihan 
kepala desa menggunakan e-voting ini yaitu kurangnya kerjasama antara 
pihak panitia dan penjabat desa terkait sosialisasi kepada warga yang 
rumahnya jauh dan warga yang berusia lanjut terkait penggunaan alat e-
voting. Hal ini juga menjadi masalah pada saat pemilihan berlangsung, 
bahwa banyaknya warga yang masih belum mengetahui tentang cara 
penggunaan alat e-voting yang juga mengakibatkan penumpukan jumlah 
antrian pada proses pemilihan. 
VI.2 Saran 
1. Dalam menerapkan electronic voting dalam pemilihan kepala desa dii 
Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng agar 
bisa lebih maksimal. Selain itu perlu adanya sosialisasi yang lebih efektif 
dilakukan agar masyarakat desa bisa mengetahui tentang penggunaan 
electronic voting tersebut. 
2. Sehubungan dengan faktor penghambat penerapan electronic voting di 
Desa Pa’jukukang yaitu sumber daya manusia, maka diperlukan adanya 
penambahan aparat dari panitia maupun peran serta kepala dusun untuk 
ikut berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di pemilihan kepala 
desa berikutnya. 
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3. Serta perlu adanya penambahan perangkat elektronik di Desa 
Pa’jukukang, karena jumlah DPT di desa ini berjumlah 3.314 sedangkan 
perangkat yang tersedia hanya 4 komputer. 
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Lampiran 2.Contoh sosialisasi mengenai calon kepala desa 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 : Rekapitulasi Jumlah DPT Desa Pa’jukukang Tahun 
2015 
REKAPITULASI JUMLAH DPT DESA 
PA'JUKUKANG 
      
NO  DUSUN  JUMLAH DPS KET 
LK PR JML 
1 BIREA 398 467 865   
2 PA'JUKUKANG 226 242 468   
3 SUNGGUMANAI 183 196 381   
4 KAMPALAYYA 171 179 352   
5 BAKARAYYA 161 170 331   
6 BONTO 
MASUNGGU 
144 163 307   
7 BONTO MANAKKU 175 167 342   
8 BUNGAYYA 130 138 268   
  TOTAL DPT 1588 1722 3314   
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Lampiran 3.Wawancara kepada warga desa pa’jukukang 
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